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Skripsi ini mengkaji tentang Dampak Konflik Internal PPP Terhadap Sikap
Politik Elit Lokal Partai Di Kabupaten Gowa 2014, permasalahan ini dilatarbelakangi
oleh konflik dualisme DPP PPP kubu Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, MT dan
kubu H. Djan Faridz dengan adanya dua Muktamar yang dilakukan di Surabaya dan
muktamar di Jakarta versi masing-masing, DPP PPP saling mengklaim sebagai
struktur kepengurusan yang sah. Konflik dualisme di DPP PPP merembet hingga di
DPC PPP Kabupeten Gowa. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui dampak
konflik internal PPP terhadap sikap politik elit lokal partai di Kabupaten Gowa.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
deskriftif-kualitatif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu
data yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara
dan dokumentasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur-
literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini, analisis data yang digunakan
adalah analisis data deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis permasalahan tersebut
penulis menggunakan teori konflik, elite politik dan partai politik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik internal di PPP berdampak pada
elit lokal PPP di Kabupaten Gowa hal ini terlihat pada, adanya dukungan elit lokal
partai terhadap dualisme kepemimpinan DPP PPP, terpecahnya dukungan elit lokal
PPP pada saat pilkada di Kabupaten Gowa 2015, setelah terjadinya dualisme terjadi
perubahan sikap politik elit lokal partai di Kabupaten Gowa ada yang memihak di
kubu Romahurmuziy dan ada yang memihak di kubu Djan Faridz dan membuat DPC
PPP yang baru dan mengklaim kedua kubu masing-masing yang sah, selain
berdampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik DPC PPP, perpecahan ditubuh PPP
juga melihat dampak positif, diantaranya, membuka rekrutmen politik baru bagi PPP
dan Integritas terhadap PPP meningkat.
Dengan demikian perlu adanya kesadaran kepada elit lokal partai di
Kabupaten Gowa yang terjadinya dualisme kepengurusan dan seharusnya PPP harus
menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar agar tidak terjadi konflik dualisme lagi dan
segera islah agar tidak terdapat konflik di kalangan PPP tersebut, bahwa PPP
merupakan wahana perjuangan umat islam indonesia untuk mewujudkan masyarakat






Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan
tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara didefinisikan sebagai alat yang
memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat
dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.1 Adapun konsep
kepartaian, partai juga dalam kenyataannya memiliki perbedaan atribut seperti peran
pemilik, ideologi, struktur dan organisasi, mengenai kepartaian ditujukan pada proses
pembuatan keputusan yang di lakukan oleh partai politik. Partai politik merupakan
salah satu pilar utama demokrasi, tidak ada negara modern tanpa partai politik. Di
negara demokrasi, Indonesia sebuah negara besar dengan sejarah berdemokrasi yang
panjang dan kini termasuk menjadi salah satu negara besar paling demokrasi di dunia.
Dalam pusaran sejarah dan dinamika politik itu.2
Meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikut sertakan dalam proses politik
maka partai politik telah lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara
rakyat dan pemerintah. Bahkan partai politik dianggap sebagai perwujudan atau
lambang negara modern. Oleh karena itu hampir semua negara demokrasi maupun
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Cet. 2. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), h. 47.
2Muslim Mufti, Teori-Teori Politik. (Cet. 1. Bandung:Pustaka Setia, 2012), h. 125.
2komunis negara maju maupun negara berkembang memiliki partai politik, namun
bentuk dan fungsi partai politik diberbagai negara berbeda satu sama lain sesuai
dengan sistem politik yang diterapkan negara itu.
Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan
guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.
Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk
mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan
umum, sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politik totaliter
berupa paksaan fisik dan psikologik oleh suatu diktatorial kelompok (komunis)
maupun oleh diktatorial individu (fasis). Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik
dalam sistem politik demokrasi melakukuan tiga kegiatan adapun ketiga kegiatan itu
meliputi seleksi calon-calon, kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan
(legislatif dan eksekutif).3
Meski demikan konflik juga senantiasa terjadi di Internal seperti konflik
partai-partai besar seperti dualisme kepemimpinan Golkar pada Pemilu tahun 2014
lalu mengawali konflik baru di dalam tubuh Partai Golkar. Perbedaan pendapat
mengenai dukungan terhadap dua calon presiden dan wakil presiden terpilih di tahun
2014. Hal tersebut menyebabkan Partai golkar terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu
Aburizal Bakrie yang mendukung capres-cawapres Prabowo-Hatta, dan kubu Agung
Laksono yang mendukung capres-cawapres Jokowi-JK. Konflik ini langsung
mendapat sorotan publik mengingat Partai Golkar merupakan pemenang kedua dalam
3Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik. (Cet. 1. Jakarta:Grasindo, 2007), h. 115.
3Pemilu Legislatif tahun 2014. Selain itu, Golkar juga merupakan sebuah partai besar
yang bahkan sudah melahirkan beberapa partai seperti Hanura, Gerindra, PKPI, dan
Nasdem. Walau pemilu 2014 telah usai dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
telah resmi memiliki presiden baru, namun konflik tidak berhenti sampai disitu.
Konflik internal Partai Golkar terus berlanjut. Masih dengan latar belakang yang
sama yaitu perebutan kekuasaan.4
Konflik juga yang terjadi di internal PDI-P Jabatan Ketua Umum PDIP selalu
diincar oleh semua kader partai politik. Hal ini terjadi karena posisi Ketua Umum
hanya satu sementara yang menginginkan jabatan itu begitu banyak maka persaingan
menjadi suatu keharusan. Megawati yang selama ini menduduki dan merasakan
nikmatnya jabatan Ketua Umum ditantang oleh orang-orang dekatnya sendiri. Nama-
nama seperti Eros Djarot, Dimyati Hartono, Kwik Kian Gie, Roy B.B Janis, Sophan
Sophian, Laksamana Sukardi, Guruh Soekarnoputra,Arifin Panigoro adalah nama-
nama yang patut dicatat dalam lembaran sejarah perjalanan PDIP. Orang-orang ini
pula patut dicatat bukan karena keberaniannya untuk menjadi rival Mega dalam
perebutan jabatan Ketua Umum tetapi langkah yang ditempuhnya merupakan
terobosan baru bagi PDIP itu sendiri.
Munculnya Eros Djarot dan Dimyati pada kongres di Semarang (27 Maret
2000) menunjukkan gejala baru dimana perebutan Ketua Umum PDIP akan semakin
ketat dan seru. Dikatakan seru karena dua kelompokakan bersaing untuk perebutan
posisi Ketua Umum. Dalam tradisi PDIP persaingan yang berkaitan dengan perebutan
4 Http://Septa51.Web.Unej.Ac.Id/2015/12/15/Konflik-Internal-Partai-Golkar.
4posisi pimpinan, menjelang kongres terjadi, dikarenakan setiap orang ataupun
kelompok mempunyai hak yang sama untuk memperebutkan jabatan pimpinan
partai.5
Kongres PDIP di Semarang ada dua kelompok berhadapan dan masing-
masing kelompok punya agenda politik dan kelompok pendukung. Kedua kelompok
itu adalah, pertama, kelompok konservatif yang menginginkan Megawati tetap
memimpin PDIP. Kedua, kelompok progresif yang menginginkan Megawati
berkonsentrasi sebagai Wakil Presiden saja.6
Konflik juga terjadi di internal PPP dan kisruh internal antara pimpinan dan
elite partai politik (parpol) pada 23 maret 2014 saat ini terpecah kedalam dua kubu.
Pasalnya, Ketua Umum (Ketum) , Suryadharma Ali, dianggap oleh sebagian besar
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan jajaran elite Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) telah bertindak melanggar batas Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah
Tangga (ART).7
Menurut Surbakti konflik berarti benturan seperti perbedaan pendapat,
persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dan kelompok
dan antara individu dan kelompok dan pemerintah.8 Hal ini adalah menjadi alasan
kuat peneliti memilih PPP Karena untuk dijadikan subjek penelitian perpecahan
5Andriana Elisabeth , PDIP dan Prospek Pembangunan Politik, (Cet. 1.
Jakarta:Grasindo,1991), h. 64.
6 Salomon Simanjuntak, Indonesia Dalam Krisis 1997-2002.  (Cet. 1. Jakarta:Kompas, 2002),
h. 190.
7Julkifli Marbun. http://Nasional.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Politik/14/05/05/N53rme-
Mengapa-PPP-Dilanda-Konflik-Internal-Antar-Elite.Minggu 05 Mey 2014,20:18 WIB
8 Muhammad Yusuf, Konflik Dan Pergerakan Sosial, (Cet. 1. Yogyakarta:Graha Ilmu,2015), h.
83.
5didalam partai ini antara dua kubu yakni H.M Rhomahurmuzy MT dan H. Djan
Faridz hingga saat ini melebar permasalahannya hingga ke tingkat Dewan Dewan
Pimpinan Cabang (DPC) yang berkedudukan di kabupaten. Berdasarkan uraian diatas
maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut .Untuk itu dalam
penelitian ini penulis mengangkat penelitian ini dengan judul: Dampak Konflik
Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Terhadap Sikap Politik Elit Lokal
Partai Di Kabupaten Gowa.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka yang menjadi pokok
masalah adalah Bagaimana dampak konflik internal PPP terhadap sikap politik elit
lokal Partai di Kabupaten Gowa?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan fokus penelitian yang dijelaskan terdahulu, maka tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak konflik internal
PPP terhadap sikap politik elit lokal partai di Kabupaten Gowa.
2.  Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan teoritis
Dalam penelitian ini  diharapkan bagi semua kalangan dan memberi gambaran
pengetahuan tentang sikap, reaksi dan pandangan elit lokal partai di kabupaten gowa
dalam memihak dualisme kepemimpinan DPP PPP.
6b. Kegunaan praktis
Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan-
kalangan seperti :
1. Bagi DPC PPP Kabupaten Gowa agar lebih baik dalam memilih dan
memihak konflik dualisme PPP agar kiranya PPP menjaga solidaritasnya
sebagai partai yang berasaskan islam.
2. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan penulis sebagai hasil dari apa
yang telah didapatkan di bangku kuliah, selain itu hasil penelitian ini
diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan
datang manfaat ilmiah penelitian.
D. Kajian Pustaka
Berdasarkan dengan judul skripsi “Dampak Konflik Internal PPP Terhadap
Sikap Politik Elit Lokal Partai Di Kabupaten Gowa” Penelitian sebelumnya yang
memiliki kemiripan-kemiripan dengan penelitian ini, yaitu :
1. Penelitian : Alfian Maulana dengan judul: Strategi Pengelolaan Konflik Internal
Partai Politik (Studi Terhadap Pembekuan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) Di Kabupaten Bangkalan.
Konflik dalam tubuh partai politik menjadi fenomena unik di era reformasi ini.
Umumnya, partai gagal melakukan konsensus untukmenyelesaikan konflik
akibatnya interaksi dalam kepentingan politik kerap menggunakan metode
konflik. Konflik elite partai ini menjadi bukti tidak adanya konsesnsus bersama
7para elite partai. Salah satu konflik yang terjadi dalam internal partai politik
adalah konflik yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Timur.
Dimana Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur
mengeluarkan surat keputusan untuk membekukan kepengurusan partai di
Kabupaten Bangkalan yang dianggap tidak berfungsi dengan maksimal dalam
pemilu tahun 2009. Bahkan ada indikasi adanya “perlawanan” dari pengurus
DPD Kabupaten Bangkalan dalam pemenangan pemilu tahun 2009, sehingga
Dewan Perwakilan Wilayah memutuskan untuk membekukan kepengurusannya.9
Skripsi diatas berbeda dengan skripsi yang penulis teliti,karena yang penulis teliti
dampak konflik internal PPP terhadap sikap politik elit lokal di kabupaten Gowa.
2. Penelitian : Rinaldi Sitio dengan judul : Pergeseran Konflik Dari Antar Partai
Menjadi Konflik Internal Partai Di Dapil 1 Kabupaten Tapanuli Utara Pada
Pemilu Legislatif 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana
pergeseran konflik dari antar konflik menjadi konflik internal partai. Konflik
merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu
pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dalam merebutkan kekuasaan.
Konflik dalam pemilu legislatif merupakan pertarungan kepentingan antara para
calon legislatif dalam upaya memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Dalam hal
9Alfian maulana.’’Strategi Pengelolaan Konflik Internal Partai politik (Studi Tentang
Pembekuan Dewan Pimpinan Cabang  Partai Persatuan Pembangunan Di Kabupaten
Bangkalan).’’Skripsi, Fak.Ilmu Sosial  Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang 2012.
8ini, penelitian ini dikhususkan pada pelaksaan pemilu legislatif 2014 di Dapil 1
Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.10
3. Penelitian : Nurul Radiatul Adawiah dengan judul : Konflik Internal    Partai
Nasdem (Studi Tentang DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan).
Pasca penetapan Partai Nasdem sebagai salah satu peserta pemilu  2014 oleh
KPU perpecahan dalam tubuh partai Nasdem segera mengemuka ke publik.
Salah satu petinggi Partai Nasdem, Hari Tanoesoedibyo yang menjabat sebagai
Ketua Dewan Pakar mengundurkan diri kader-kader partai tapi tapi muncul
peristiwa pembekuan adalah DPW Sulawesi Selatan yang berdampak pada
mundurnya ketua DPW Partai Nasdem Sulawisi Selatan Sanusi Ramadhan
mundur sebagai ketua DPW Partai Nasdem Sul-Sel karena menganggap
pembekuan ini di lakukan secara sepihak dan tidak melalui mekanisme yang
sesuai AD/ART.
Oleh karna itu peneliti memfokuskan untuk melihat bagaimana penyebab
terjadinya konflik yang terjadi di internal Partai Nasdem serta dan menganalisa
bentuk koflik yang terjadi yang terjadi di internal Partai Nasdem dalam hal ini
DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan.11
10Rinaldi Sitio, ‘’Pergeseran Konflik Dari Antar Partai Menjadi Konflik Internal Partai Di Dapil
1 Kabupaten Tapanuli Utara Pada Pemilu Legislatif 2014’’, Skripsi, Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik, Universitas Sumatera Utara Medan 2014.
11 Nurul Radiatul Adawiyah,”Konflik Internal Partai Nasdem, (Studi Tentang DPW Partai
Nasdem Sulawesi Selatan’’. Skripsi, Fak.Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin 2013.
94. Penelitian : Muhammad Azis Soleh dengan judul : Pemberitaan Dualisme
Kepemimpinan Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Dalam Bingkai SKH
Kompas.
Dualisme kepemimpinan partai persatuan pembangunan antar kubu Suryadharma
ali dan Romahurmuzy. Konflik antara dua kubu ini berakibat pada perpecahan
partai yang mengakibatkan menjadi dua kubu. SKH kompas sebagai media
nasional memiliki profesional dan keobjektifitasan dalam melakukan
pemberitaan. Penelitian bertujuan mengetahui frame SKH kompas dalam
pemberitaan dualisme kepemimpinan partai persatuan pembangunan (PPP)
selama oktober 2014. Peneliti ini merupakan jenis penelitian analisis isi kritis
dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data yang di gunakan
adalah dokumentasi.12
5. Penelitian : Ade Hikmatul Fauziah dengan judul : Sikap Politik Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang partai persatuan pembangunan
(PPP) dalam pemilu 2014 sikap PPP dalam suksesi kepemimpinan pada pemilu
2014 serta konflik internal partai yang ada pada saat karya tulis itu dibuat.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif  fokusnya adalah
penggambaran secara menyeluruh tentang partai persatuan pembangunan (PPP)
dalam pemilu 2014. Sikap politik partai PPP serta konflik yang terjadi di internal
12Muhammad Azis soleh,’’Pemberitaan Dualisme  Kepemimpinan PPP Dalam Bingkai SKH
kompas’’. Skripsi, Fak .Dakwa Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2015.
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partai. Pada pemilu 2014 semua anggota partai PPP resmi mendukung koalisi
merah putih yang dipimpin oleh prabowo pada saat itu, bagi PPP suksesi
kepemimpinan pada pemilu 2014 sudah berjalan dengan lancar dan dijadikannya
pembelajaran untuk masa yang akan datang sebelum adanya konflik internal PPP,
suara PPP bersatu untuk memilih koalisi merah putih namun setelah pelantikan
presiden terpilih Jokowi-Jk maka sebagian anggota PPP memilih untuk
mendukung pemerintah.13
Kelima fokus penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini. Fokus
penelitian ini di tekankan pada dampak konflik internal PPP terhadap sikap politik
elit lokal Partai di Kabupaten Gowa.
13Ade Hikmatul Fauziah.’’ Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Suksesi






Hebert Blumer Sebagaimana dikutip Abudin Nata mengatakan bahwa teori
pada pokoknya merupakan pertanyaan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya
suatu hubungan positif antar gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu
dalam masyarakat. Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan,
mengimpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari
hasil penelitian.14
1. Partai Politik
Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah
organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa
sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh
mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksaan keputusan. Secara umum
dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang
anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan
kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebutk kedudukan
politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.
Menurut definisi Chal Jfriedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang
14 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. 1 Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2004), h.
184.
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terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan
terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta
materiil.15
Partai politik pertama kali lahir di Negara-Negara eropa barat bersamaan
dengan gagasan, bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses
politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat disatu
pihak dan pemerintah di lain pihak, namun dalam perkembangan selanjutnya partai
politik di anggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis,
modern dan mewakili aspirasi rakyat. Namun bicara tentang keberadaan atau
‘’eksistensi’’ dan ‘’hegemoni’’ dalam hal ini eksistensi dan hegemoni organisasi
politik atau partai politik di awal-awal pendiriannya masih bersifat elitis dan
aristokrasi, dimana lembaga politik tersebut tentu hanya mempertahankan
kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, kemudian peranan tersebut
meluas di lapisan masyarakat.
Partai politik ialah salah satu pilar demokrasi di Negara yang menganut
paham demokrasi, artinya partai dalam negara demokrasi merupakan bagian dari ruh
demokrasi, namun bila partai politik tidak berjalan sesuai dengan mekanisme atau
fungsi partainya, maka demokrasi akan mengalami kepincangan. Menurut Carl
j.Friedrich, bahwa partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara
stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah
15 Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Cet 1. Jakarta:PT Gramedia Pustaka,2008), h.
404.
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bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan,memberikan kepada anggota
partainya kemanfaatan yang bersifat adil atau dengan maksud mensejahtrakan
anggotanya.16
Tujuan partai politik adalah :
Tujuan yang diharapkan dalam mendirikan dan mengembangkan partai politik
adalah:
1. Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga negara yang memiliki
kesadaran yang tinggi untuk ikut serta partisipasi politik.
2. Untuk menjadi wadah agregasi kepentingan masyarakat.
3. Untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan
politik.
4. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang
memiliki ideologi dan kepentingan yang sama.
Adapun fungsi Partai Politik yang melekat dalam suatu partai politik adalah :
a. Sosialisasi politik adalah fungsi sebagai proses melalui mana seseorang
memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya
berlaku dalam masyarakat di mana dia berada. Biasanya proses sosialisasi
berjalan secara berangsur-angsur dari kanak-kanak sampai dewasa
b. Partisipasi politik adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik untuk
mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik. Biasanya
16Muliansyah Abdurrahman Ways.Political,Ilmu Politik, Demokrasi,Partai Politik Dan Welfare
State. (Cet. 1, Yogyakarta:Mantrijeron. 2015), h. 131.
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dilakukan melalui indoktrinasi ideologi, platfrom, asas partai kepada anggota,
masyarakat yang ada dalam jengkauan partainya.
c. Komunikasi politik adalah fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan
aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga
kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
d. Artikulasi kepentingan adalah fungsi menyatakan atau menyampaikan
(mengartikulasi) kepentingan konstituen (masyarakat) kepada badan-badan
politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk
bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.
e. Agregasi kepentingan adalah menjadi fungsi partai politik untuk memadukan
semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan
sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon
yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar
menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan
pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau
mendukung calon tersebut.
f. Pembuat kebijaksanaan adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik setelah
partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan di dalam
pemerintahan secara konstitusional. Kekuasaan dimaksud adalah kekuasaan di
lembaga eksekutif maupun legislatif, setelah memperoleh kekuasaan ini, maka
partai politik memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang
akan digunakan dalam suatu pemerintahan.
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Persyaratan pendirian partai politik di Indonesia adalah :
Dalam pendirian suatu partai politik menurut pasal 2 UU No. 31 tahun 2002,
tentang partai politik adalah meliputi :
a. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang
warga Negara RI yang telah berusia 21 tahun ke atas dengan akta notaris.
b. Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat
Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan tingkat
Nasional.
c. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didaftarkan pada
depertemen kehakiman dengan syarat :
1) Memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan
UUD 1945 Negara RI dan peraturan Perundang-undangan lainnya.
2) Mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50 % dari jumlah
kabupaten/kota pada setiap propinsi yang bersangkutan dan 25 % dari
jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.
3) Memiliki nama, lambang dan tanda gambar yang tidak mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,
lambang dan tanda gambar partai politik lainnya.
4) Memiliki kantor tetap.
Pasal 3 UU No 31 tahun 2002, tentang partai politik berbunyi :
a. Depertemen kehakiman HAM menerima pendaftaran pendirian partai politik
yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
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b. Pengesahan partai politik sebagai Badan Hukum dilakukan oleh Menteri
Kehakiman selambat-lambatnya 30 hari setelah penerimaan pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pengesahan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam
berita negara RI. Pasal 4 UU No 31 tahun 2002, tentang partai politik.
c. yaitu: Dalam hal perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART), nama, lambang, dan tanda gambar partai politik didaftarkan
ke depertemen kehakiman dan HAM.17
2 . Konflik
Konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antara kekuatan-
kekuatan politik yang merebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar.
Pengertian konflik disini merujuk pada hubungan antara kekuatan politik ke
kelompok dan individu yang memiiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang
tidak sejalan. Kedua, sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya menunjukan
adanya pebedaan kepentingan. Karena itu, kepentingan dapat digunakan sebagai cara
untuk melihat perbedaan motif diantara kelompok yang saling bertentangan, baik
dalam sebuah kelompok yang kecil maupun dalam suatu kelompok yang besar.
Perbedaan kepentingan setidaknya akan menunjukkan mereka berkonflik. Menurut
Domhoff, motivasi seseorang untuk merebut kekuasaan, selain dia ingin berkuasa,
mereka juga menginginkan uang, jaringan dan investasi stategis. Bentuk-bentuk
17A. Rahman H.I. Sistem Politik Indonesia, (Cet. 1. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), h. 107-109.
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investasi strategis bisa bermacam-macam baik dari segi kultural, ekonomi, politik,
jaringan kekuasaan dan lain sebagainya.18
Konflik tidak dapat dihindari dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan
bernegara, termasuk aspek politik. Bentuk yang paling konkrit konflik dan proses
adalah penyelesaikan konflik yang melibatkan pemerintah dalam proses penyelesaian
konflik tersebut.
Pada beberapa kasus yang berhubungan dengan konflik politik di Indonesia,
penyelesaiannya membutuhkan campur tangan pemerintah melalui produk-produk
hukum yang berlaku. Misalnya, konflik politik antara partai politik, konflik antara
pemerintah dengan kelompok masyarakat tertentu, sampai dengan konflik antara
lembaga pemerintah.19
Setiap sistem politik terutama sistem politik demokrasi penuh kompetisi dan
sangat dimungkinkan adanya perbedaan kepentingan, revalitas, dan konflik-konflik.
Hal ini merupakan realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat modern, karena
masing-masing mempunyai interest, tujuan yang mungkin saling bertentangan.20
Konflik merupakan bagian dari demokrasi, karena ciri tatanan demokrasi
adalah adanya peluang bagi kemerdekaan pemikiran konsensus, dan perbedaan
pendapat, serta partisipasi politik, manajemen konflik secara damai, dan pembatasan
18Moch. Nurhasim, Konflik Antarelit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah.(Cet. 1.
Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2005), h. 14.
19Muh. Irfan Idris, Sosiologi Politik. (Cet. 1. Makassar:Alauddin University Press, 2010), h.
157.
20Rahman Arifin, Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif  Struktural Fungsional. (Cet.1.
Surabaya,SIC:2002), h. 184.
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kekerasan serta luasnya kepercayaan dan loyalitas terhadap pemerintah yang
konstitusional dan demokratis.
Dengan mengikuti penjelasan Ramlan Surbakti tentang pengertian politik,
terdapat 5 penjelasan mengenai konflik politik yaitu :
1. konflik politik adalah konflik yang berhubungan dengan pertentangan
kepentingan publik .
2. konflik politik adalah konflik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara
dan pemerintah. Secara vertikal, konflik dapat terjadi antara penyelenggara
negara dan rakyat, terutama ketika rakyat merasa ditindas atau diperlakukan
tidak adil. Secara horisontal, konflik dapat terjadi antara masyarakat
pendukung penguasa dan masyarakat yang menginginkan pergantian
kekuasaan.
3. Konflik politik merupakan konflik yang terjadi akibat dari adanya perebutan
kekuasaan. Dalam arti luas mencakup mencari, mempertahankan, dan
menjalankan kekuasaan. Pengertian kekuasaan (Power) memiliki tiga
dimensi, yaitu daya paksa (Force), pengaruh (Influense), dan wewenang
(Authority). Oleh karena itu konflik politik akan melibatkan berbagai hal
yang ada dalam dimensi kekuasaan tersebut.
4. Konflik Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan umum. Proses politik berlangsung dari adanya
artikulasi dari masyarakat, kemudian diagregasikan untuk dimunculkan
dalam tuntunan sebagai bagian dari input dalam proses politik. Jika
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memperoleh dukungan, tuntunan tersebut menjadi isu yang siap untuk
diproses atau dirumuskan dalam kebijakan umum. Mengingat kepentingan
masyarakat berbeda-beda perbedaan ini terkait dengan kebudayaan,
lingkungan sosial, alam dan sebagainya tuntutan masyarakatpun menjadi
beragam, dan keragaman itulah yang sering memunculkan konflik.
5. Konflik Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan
sumber-sumber yang dianggap penting. Dalam demokrasi pluralistik,
negara/pemerintah merupakan wahana tempat terjadi interaksi kepentingan
berbagai kelompok dan penetapan keputusannya. Perbedaan kepentingan
inilah yang menimbulkan konflik karena setiap masyarakat menginginkan
agar tuntutan-tuntutan yang penting bagi dirinya terpenuhi. Ketika
kepentingan yang beragam tersebut saling bertabrakan, terjadilah konflik.
Konflik juga terjadi ketika pelembagaan politik yang mengatur proses
tersebut tidak mampu mengintegrasikan, menata hubungan kepentingan yang
saling berbenturan, dan memprosesnya dalam kebijakan yang sesuai dengan
tuntutan masyarakat.21
3. Elit Politik
Kajian ini membagi dua kategori elit dalam konteks lokal dan elit non politik
lokal.
21 Muslim Mufti, Teori-Teori Politik. (Cet. 1. Bandung:Pustaka Setia, 2012), h. 158.
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a. Elit politik lokal merupakan seseorang yang menduduki jebatan-jabatan
politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislative yang dipilih melalui
pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di
tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal
yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti:
Gubernur, bupati, walikota, ketua DPRD, anggota DPRD, dan pemimpin-
pemimpin partai politik.
b. Elit non politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan
strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam
lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti: elit keagamaan,elit
organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.
Perbedaan tipe elit lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang
lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar elit
politik maupun masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah di tingkat lokal.
Konflik elit dapat dipahami dari berbagai dimensi untuk melihat factor
penyebab, motif dan kepentingan-kepentingan politiknya. Pertama dari segi
pengertiannya, konflik diartikan sebagai pertentengan yang terbuka antara kekuatan-
kekuatan politik yang memperebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang
luar. Pengertian konflik disini merujuk pada hubungan antara kekuatan politik
(kelompok dan individu) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran
yang tidak sejalan.
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Kedua sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesengguhnya menunjukkan adanya
perbedaan kepentingan. Karena itu, kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk
melihat perbedaan motif diantara kelompok yang saling bertentangan, baik dalam
sebuah kelompok yang kecil maupun dalam suatu kelompok yang besar, perbedaan
kepentingan setidaknya akan menunjukan motif mereka berkonflik.
Menurut Domhoff, motivasi seseorang untuk merebut kekuasaan selain dia
ingin berkuasa mereka juga menginginkan uang, jaringan dan investasi strategis.
Bentuk-bentuk investasi strategis bias bermacam-macam baik dari segi kultural,
ekonomi, politik, jaringan kekuasaan dan lain sebagainya. Umumnya, elit politik
memiliki motif untuk menduduki jabatan-jabatan politik, karena keuntungan-
keuntungan seperti itu. Karena kekuasaan sifatnya terbatas, dan menjadi perebutan
berbagai kelompok, maka konflik pasti akan terjadi. Nuansa-nuansa pertentangan
dalam sirkulasi elit setidak-tidaknya menunjukan tingkat perbedaan kepentingan
diantara kelompok-kelompok yang berbeda.22
Berdasarkan gagasan pereto elit terbagi atas dua kelas yaitu elite yang
memerintah dan elit yang tidak memerintah.
Kelas elit yang pertama itu termasuk mereka yang secara langsung atau tidak
langsung memegang peran penting dalam kehidupan pemerintahan dan politik.
Kelas elit yang kedua terdiri dari sisanya, yaitu mereka yang tidak memiliki
peranan penting dalam pemerintah dan politik. Gagasan dasar dari pareto ini
22 Moch. Nurhasim, Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. (Cet.
1. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2005), h. 12.
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sederhana tapi meyakinkan, yaitu bahwa orang dapat di ranking berdasarkan
pemilikan akan barang terujud: kekayaan, kecakapan, atau kekuasaan politik.
Pada hakekatnya orang hanya dikelompokan dalam dua kelompok yaitu
mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting” dan mereka yang tidak
memilikinya. Kaum elitis klasik umumnya berpendapat bahwa distribusi kekuasaan,
hampir dalam segala hal dapat dipandang dalam artian dikotomis itu. Secara eksternal
elit itu bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadara kelompok-kelompok. Elit itu
bukan merupakan suatu kumpulan individu-individu yang saling terpisah atau
sekedar merupakan penjumlahan orang-orang saja. Tetapi sebaliknya seperti halnya
anggota-anggota klub khusus dan terbatas, individu-individu yang ada dalam
kelompok elit itu saling mengenal debgan baik, memiliki latar belakang yang mirip
dan (walaupun mungkin memiliki pandangan yang berbeda) memiliki nilai-nilai,
kesetiaan dan kepentingan yang sama. Untuk ini ada yang mengatakan kelompok elit
itu memiliki “tiga K“ yaitu kesadaran, keutuhan, dan kebulatan tujuan kelompok.
Elit itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotaannya berasal
dari suatu lapisan masyarakat yang sangat terbatas (exclusive). Pemimpin-pemimpin
selalu memilih sendiri penggantinya dari kalangan istimewa yang hanya terdiri dari
beberapa orang. Kelompok elit itu pada hakekatnya bersifat otonom, kebal akan
gugatan dari siapapun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang
23
dibuatnya. Semua persoalan politik penting diselesaikan menurut kepentingan atau
atau tindakan kelompok ini.23
B. Karangka Konseptual
23 Mohtar Mas’oed, Perbandingan Sistem Politik. (Cet. 18, Yogyakarta:Gadjah Mada












1. adanya dukungan elit lokal partai terhadap
dualisme kepemimpinan DPP PPP.
2. terpecahnya dukungan elit lokal PPP pada saat
pilkada di Kabupaten Gowa 2015.
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C. Tinjauan Islam tentang Konflik PPP
Konflik di tubuh partai sangat disayangkan karena partai politik adalah
wadah bagi mayarakat, sosialisasi politik dan sebagai sarana pendidikan politik.
Dalam Al-Quran juga ditegaskan larangan berkonflik Q.S Ali’Imran / 3:105.
                           
   
Terjemahnya  :
‘‘Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan orang-orang yang berkelompok-
kelompok dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.
Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat’’24
Ayat ini lebih menyindir mereka yang berkelompok-kelompok lagi berselisih.
Allah SWT melarang orang-orang beriman untuk menjadi serupa dengan orang-orang
yang berkelompok-kelompok dalam soal prinsip ajaran-ajaran agama serta
kemaslahatan umat dan berselisih dalam tujuan karena masing-masing mementingkan
kelompoknya dan terbawah oleh keinginan hawa hafsu dan atau kedengkian antara
mereka sampai-sampai mereka saling mengkafirkan dan bunuh-membunuh.
Alangkah buruk keadaan mereka karena perselisihan itu justru terjadi sesudah datang
datang keterangan yang jelas kepada mereka melalui kitab suci, nabi atau petunjuk
akal sehat. Dilain ayat juga disebutkan dalam Q.S Ali’Imran / 3:103 yang berbunyi
sebagai berikut:
24 Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,
2013), h.120.
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                       
                             
            
Terjemahnya :
“Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali (agama) Allah, dan
janganlah kamu bercerai berai,dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu,
ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah
mempersatukan hatimu, lalu dengan nikmat-Nya kalian menjadi bersaudara”25
Dari ayat diatas menekankan untuk bertakwa sebenar-benarnya takwa dan
tidak mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah SWT, dilengkapi oleh
ayat diatas dengan petunjuk meraihnya, serta bimbingan menghindar dari kesalahan,
apalagi tentu saja ada di antara kaum muslimin yang boleh jadi semangatnya luntur
atau pandangannya kabur. Dapat juga dikatakan bahwa pesan yang lalu ditujukan
kepada kaum muslimin secara kolektif bersama-sama, sebagaimana terbaca dalam
kata Jami’an/semuadan firmannya: wa la tafarraqu/janganlah bercerai-berai.26
Disamping itu partai politik adalah wadah untuk melahirkan kepemimpinan
bangsa yang mendapat kepercayaan bagi rakyat agar senantiasa bisa menjalankan
tugasnya dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalamQ.S Ali’Imran / 3:110.
25 Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya,  h. 121.
26M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah.(Cet. 1. Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 205-213.
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                      
                       
    .
Terjemahnya :
‘’Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada
Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang
yang fasik.“27
Dari ayat diatas Allah berfirman, Wahai seluruh umat muhammad dari
generasi kegenerasi berikutnya, sejak dahulu dalam pengetahuan Allah adalah umat
yang terbaik karena adanya yang menghiasi diri kalian, umat yang dikeluarkan yakni
diwujudkan dan ditampakkan untuk manusia seluruhnya sejak adam hingga akhir
zaman. Ini karena kalian adalah umat yang terus-menerus tanpa bosan menyuruh
kepada yang makruf, yakni apa yang dinilai baik oleh masyarakat selama sejalan
dengan nilai-nilai ilahi, dan mencegah yang mungkar, yakni yang bertentangan
dengan nilai-nilai luhur, pencegahan yang sampai pada batas menggunakan kekuatan
dan karena kalian beriman kepada allah, dengan iman yang benar sehingga atas dasar
kalian percaya dan mengamalkan tuntunannya dan tuntunan rasulnya, serta
melakukan amar makruf dan nahi mungkar itu sesuai dengan cara kandungan yang
27 Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,
2013).,h. 122.
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diajarkannya.28 Oleh karena itu, dalam ajaran islam bahwa dengan mengikuti wadah
pemimpin. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah swt yang berbunyi:
Adapun Hadits Riwayat Bukhori :
يرﺎــــــــــــﺨﺒﻟا هاور .ِﮫﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلُْﻮﺌْﺴَﻣ ْﻢُﻜﱡﻠُﻛَو ٍعاَر ْﻢُﻜﱡﻠُﻛ...
Artinya :
“Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai
pertanggung jawabannya tentang kepemimpinannya.” (HR. Bukhari).29
Berdasarkan hadis diatas tidak ada seorang pun yang tidak disebut sebagai
pemimpin (ra’in). Setiap manusia menjadi pemimpin (ra’in) baik pemimpin besar
maupun pemimpin kecil. Pemimpin kecil adalah pemimpin keluarga. Pemimpin besar
adalah pemimpin umat atau masyarakat, baik sebagai presiden, gubernur, bupati,
camat, lurah, ulama dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan umum. Sifat
bertanggung jawab ini harus dijadikan sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari.
Karena barang siapa yang menjadi pemimpin, kemudian pada suatu hari ia mati
dalam keadaan tidak bertanggung jawab maka Allah akan mengharamkan surga
baginya, Allah sangat melarang manusia untuk saling berselisih. Pada dasarnya
hakekat hidup manusia terutama umat muslim untuk saling bersatu dan tolong
menolong antara sesama. Terutama dalam kepemimpinan politik diperlukannya
persatuan dan menjauhi suatu perpecahan.
28M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah. (Cet. 1. Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 221.




Penelitian didefinisikan oleh banyak penulisan sebagai suatu proses yang
sistematika. McMillan dan Schumacher mendefinisikan penelitian sebagai suatu
proses sistematika pengumpulan dan penganalisisan informasi (data) untuk berbagai
tujuan. Sementara Kerlinger mendefinisikan penelitian ilmiah sebagai penyelidikan
sistematika, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena social yang dibimbing
oleh teori dan hipotesis tentang dugaan yang berhubungan dengan fenomemena
tersebut, penelitian menggunakan metode ilmiah, penyelidikan pengetahuan melalui
metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Lima langkah yang sesuai
dengan metode ilmiah dan melengkapi elemen-elemen umum pendekatan sistematika
pada penelitian adalah:





30Emzir. Edisi Revisi “Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif”,
(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2010), h. 5-6.
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan
datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari responden.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara holistik bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, baik itu
perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakannya dan secara deskriptif dalam bentuk
kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah.31 Diantaranya adalah penggunaan studi
khusus deskriptif dalam penelitian ini bermaksud agar dapat mengungkap atau
memperoleh informasi dari data penelitian secara menyeluruh dan mendalam.32
Penelitian ini menganalisis tentang sikap politik elit lokal partai PPP di Kabupaten
Gowa dalam mengkaji konflik di DPP PPP,
 sikap politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kesiapan
bertindak berpersepsi seseorang atau kelompok untuk mengahadai,
merespon masalah-masalah politik yang terjadi secara tertentu.
 Sikap politik adalah suatu obyek bentuk evaluasi atau reaksi terhadap
suatu obyek, memihak atau tidak memihak yang merupakan keteraturan
tertentu dalam hal perasaan, pemikiran, dan predisposisi tindakan
seseorang terhadap suatu aspek.
31 Lexi J. Moeleong, Metode penelitian kualitatif, (Bandung:Remaja Kerta Karya,1998), h. 6
32 Sugiono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung:Alfabeta,2006), h. 35.
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2. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi objek penelitian ini dilakukan di DPRD Kabupaten Gowa, di
DPC PPP, Sekertaris PPP, anggota DPRD FRAKSI PPP dan PAC PPP di
Sungguminasa. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Gowa tersebut karena
ingin mengetahui dampak konflik internal PPP terhadap sikap politik elit lokal Partai
di Kabupaten Gowa.
B.  Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer
dan data sekunder :
1. Data Primer
Data primer adalah data yang di dapat dari sumber informan pertama yaitu
individu atau perorang seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Adapun
kategori informan adalah:
 Anggota DPRD Fraksi PPP : 6 Orang
 Pengurus PPP : 5 Orang
 Sesepuh : 1 Orang
 Pengamat : 1 Orang
2. Data sekunder
Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung
melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga yang
bukan merupakan pengelola, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian
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tertentu.33Data sekunder dalam penelitian ini di dapat dari situs-situs institusi yang
dapat dijadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, dan juga dari
referensi buku, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian.
C. Metode Pengumpulan Data
Sebagai seorang peneliti maka harus melakukan kegiatan pengumpulan data.
Kegiatan pengumpulan data merupakan prosedur yang sangat menentukan baik
tidaknya suatu penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara
yang dapat digunakan pariset untuk data.
1. Observasi
Observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu
proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan
dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui
sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk
melanjutkan suatu penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner,
rekaman gambar dan rekaman suara.34
2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan daftar
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban
33 Rosady Ruslan.“Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi”, (Jakarta:Rajawali
Pers,2010), h. 138.
34 Burhan Bungin.“Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial”,
(Jakarta:Kencana Pranada Media Group, 2007), h. 118.
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responden dicatat atau direkam.Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian
kualitatif yaitu wawancara mendalam, Wawncara mendalam (in-depth
interview)adalah proses memperoleh keterangan umtuk tujuan penelitian dengan cara
Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau
informan yang akan diwawancarai.35
Ada beberapa jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan tidak
terstruktur.Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur di mana penelitian ini
mengguanakan pedoman wawancara.
Penentuan sampel dalam penelitian ini mengguanakan teknik Snowball
sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya
jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah
sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang
memuaskan, maka mencari orang lainlagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.
Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju
yang menggiling, lama-lama menjadi besar.36
Adapun narasumber penulis yang akan diwawancarai yaitu:
 Ketua DPC PPP, Nursyam Amin B (Kubu Ir. H. Muhammad
Romahurmuziy, M.T.) ,
35Syamsuddin. “Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal”, (Ponorogo:Cv. Wabe
Group, 2015), h. 57-58.
36Sugiyono.“Memahami Penelitian kuantitatif Kualitatif, dan R&D”, (Bandung:CV. Alfaveta,
2008), h.219.
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 Sekertaris DPC PPP, Drs. Arifuddin Djarung (Kubu Ir. H. Muhammad
Romahurmuziy, M.T)
 Ketua DPC PPP, H. Dr. Ir Hasan Hasyim M,si. (Kubu H. Djan Faridz)
 Sekertaris DPC PPP, H. Muhammad Yasim Kasim S.H (Kubu H. Djan
Faridz)
Dan anggota DPRD Fraksi PPP di Kabupaten Gowa
 Nama : Sahir Dg Pasang (Kubu Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T)
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
 Nama : H. Nur As’ad Hijaz (Kubu Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T)
Jabatan : Anggota DPRD
 Nama : H. Rafiuddin Dg Raping (Kubu Ir. H. Muhammad Romahurmuziy,
M.T)
Jabatan : Ketua Fraksi DPRD
 Nama : Drs, Muhammad Basir M.si Dg Bella (Kubu Ir. H. Muhammad
Romahurmuziy, M.T)
Jabatan : Sekertaris Komisi 1
 Nama : Pattola Dg Marola (Kubu Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T)
Jabatan : Anggota DPRD
 Nama : H. Muhammad Dachlan Dg Tawang (Kubu H. Djan Faridz)
Jabatan : Anggota DPRD
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3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen
sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Menurut winarno Surachmat dokumen
adalah sebagian laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas
penjelasan dan pemikiran itu, ditulis dengan sengaja untuk meneruskan keterangan
mengenai peristiwa tersebut. Sedangkan menurut sanifiah faisal dokumen dalam
penelitian ini dapat berupa semua jenis rekaman/catatan lainnya, seperti surat-surat,
pidato-pidato, buku harian, foto-foto, kliping, berita koran dan hasil-hasil penelitian.37
D. Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif
yang bersifat induktif yaitu dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus (fakta
empiris) kemudian mengambil kesimpulan secara umum (tataran konsep).38
Analisa data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis
catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk meningkatkan
pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagian temuan bagi
orang lain. Analisis data adalah proses pengurutan data kedalam pola, kategori dan
satuan uraian dasar. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data dalam
bentuk yang mudah dibaca. Teknik pendekatan  deskriptif kualitatif merupakan suatu
proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, peneliti secara apa adanya,
37James A. Black Dean J. Champion, Metode Dan Masalah Penelitian Social (Cet 1,
Bandung:PT Refika Aditama 1999), h. 286
38Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet I, Jakarta:Kencana, 2007), h. 196.
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sejauh apa yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.
Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang sedang diteliti.39
Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data merupakan bentuk analisis menajemen, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dengan cara sedemikian rupa sehingga
kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengelola data dengan bertolak dari teori
untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan
maupun yang terdapat pada kepustakaan.Data dikumpulkan, dipilih secara selektif
dan disesuaikan dengan permasalahan dirumuskan dalam penelitian.Kemudian
dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang.40
2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data Setalah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data, melalui penyajian data maka data dapat diorganisasikan,
tersusun dalam pola hubungan, sehingga obyek yang akan lebih  mudah dipahami.41
3. Analisis Perbandingan (Comparative)
Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan
secara sistematis dan mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama
39Asep saiful Muhtadi, Metode Penelitian Dakwah (Cet. 1. Bandung:Pustaka Setia,2003), h.
107.
40 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D (Bandung:CV. Alfabeta,2008), h.
247.
41Sugiono.“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D”, h. 249.
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lain, antara informan yang satu dengan yang lain.
4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification)
Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara yang
akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya.
Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan  diverifikasi selama
penelitian berlangsung, dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan
lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan yang dikonfirmasi ke
informan.42





A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa
Kabupaten Gowa berada pada 119.3773.Bujur Barat dan 120.0317. Bujur
Timur, 5.0829342862. Lintang Utara dan 5.577305437. Lintang Selatan. Kabupaten
yang berada di daerah selatan dari Selawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di
sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros.Di sebelah
Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng.Di sebelah
Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian
Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar.43
Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167
desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01
persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa
sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah
kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong,
Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari
total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40
derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan
Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada
43Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka 2016, h.3.
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15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang
yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km44
Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilaya
teritorial  Republik Indonesia  selama 6 bulan  atau lebih  dan atau mereka yang
berdomisili kurang dari 6 bulan  tetapi bertujuan menetap45
Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan aspek
utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Dilihat dari persebaran
penduduk di Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu merupakan Kecamatan dengan
jumlah penduduk tertinggi, yaitu sebesar 136.995 jiwa dan Kecamatan Parigi adalah
kecamatan dengan jumlah penduduk terendah terendah, yaitu hanya sebesar 13.764
jiwa.
Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk menghitung
besarnya semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat, seperti perumahan, sandang,
pangan, pendidikan dan sarana penunjang lainnya. Berdasarkan hasil registrasi
penduduk, Jumlah penduduk Kabupaten Gowa dalam kurun waktu tahun 2007
sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan dengan rata-rata laju
pertumbuhan peduduk sekitar 2,4%. Total jumlah penduduk tersebut di tahun 2007
sebesar 594.423 jiwa dan meningkat terus di tahun 2012 menjadi 670.465 jiwa.
Peningkatan jumlah penduduk yang paling signifikan terjadi di Kecamatan Somba
Opu yaitu sebesar 96.070 jiwa di tahun 2007 dan terus meningkat hingga tahun 2012
44Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka 2016, h.3.
45Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka 2016, h.44.
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mencapai 133.784 jiwa. Hal ini terjadi karena pesatnya pembangunan perumahan di
Kecamatan Somba Opu.46
Adapun yang dijadikan lokasi penelitian oleh penulis adalah Kecamatan
Somba opu. Kecamatan Somba Opu merupakan daerah dataran yang berbatasan
Sebelah Utara Kota Makassar. Sebelah Selatan Kecamatan Pallangga. Sebelah Barat
Kecamatan Pallangga dan Kota Makassar sedangkan di Sebelah Timur berbatasan
dengan Kecamatan Bontomarannu.Dengan jumlah Kelurahan sebanyak 14 (empat
belas) kelurahan dan dibentuk berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2005.Luas wilayah
28.09 km2 atau 2.809 Ha (1,49 % dari luas wilayah kabupaten Gowa) dengan
ketinggian daerah/altitude berada 25 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar
wilayah terletak pada dataran rendah dengan koordinat Geografis berada pada 5
derajat 12’5″ LS dan 119 derajat 27’15” BT. Batas alam dengan kecamatan Pallangga
adalah Sungai Jeneberang yaitu sungai dengan panjang 90 km dan luas Daerah Aliran
Sungai 881 km.
46 Profil Kabupaten Gowa.
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Tabel 1.1
Kecamatan Somba Opu secara administratif terbagi kedalam 14 kelurahan
















Ibukota Kecamatan Somba Opu adalah Kelurahan Sungguminasa Jumlah
penduduk Kecamatan Somba Opu sebesar 157.448 jiwa yang terdiri dari laki-laki
sebesar 78.405 jiwa dan perempuan sebesar 79.043 jiwa. Beberapa fasilitas umum
yang terdapat di Kecamatan Somba Opu seperti sarana pendidikan antara lain Taman
Kanak-Kanak sebanyak 64 buah, Kelompok Belajar sebanyak 28 buah, Tempat
Penitipan Anak sebanyak 3 buah, SPAS sebanyak 14 buah, Sekolah Dasar Negeri
sebanyak 14 buah, Sekolah Dasar Inpres sebanyak 28 buah, Sekolah dasar Swasta
sebanyak 7 buah, SDLB sebanyak 1 buah, Sekolah Lanjutan Pertama Negeri
sebanyak 4 buah, Sekolah Lanjutan Pertama Swasta sebanyak 12 buah, Sekolah
Menengah Umum Negeri sebanyak 3 buah, Sekolah Menengah Umum Swasta
sebanyak 10 buah, Sekolah Menegah Kejuruan Negeri sebanyak 2 buah, Sekolah
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Kejuruan Swasta sebanyak 6 buah, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 2 buah, Madrasah
Tsanawiyah sebanyak 6 buah, Madrasah Aliyah sebanyak 5 buah, Universitas 2
Buah.47Disamping itu terdapat beberapa sarana kesehatan, seperti Rumah Sakit 1
buah, Puskesmas 2 buah, Rumah Bersalin 6 buah, Poliklinik 6 buah, Pustu 3 buah,
Praktek Dokter 18, Posyandu 65 buah dan Apotik 35 Buah. Ada juga tempat ibadah
Masjid 142 Buah, Surau/Mushola 22 Buah, Gereja 4 Buah, dan pasar.48
a. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gowa
Partai persatuan pembangnan (PPP) merupakan partai politik yang terdiri
dari ragam komponen organisasi ke-islam-an. Di dalamnya terdapat empat partai
peserta pemilu 1971 yang tergabung sebagai respon kebijakan politik pemerintah
Orde Baru untuk menyederhanakan sistem perpolitikan nasional. Keempat partai
tersebut Partai Nahdlatul Ulama (Partai NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi),
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), serta Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Indonesia (PERTI).
PPP dideklarasikan pada tanggal 5 januari 1973 oleh lima deklarator yang
merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta pemilu 1971 dan seorang ketua
kelompok persatuan pembangunan atau gabungan fraksi-fraksi dari empat partai
islam di DPR. Para deklarator itu adalah:
 KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama (NU)
47Badan Pusat Statistik Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Somba Opu Dalam Angka
2016, h.1.
48Badan Pusat Statistik Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Somba Opu Dalam Angka
2016, h.2.
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 H. M. Syafaat Minteredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia
(PARMUSI)
 H. Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum Partai Syarikat Islam (PSII)
 H. Rusli Halil, Ketua Umum Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Indonesia (PERTI)
 H. Masjkur, Ketua Kelompok Fraksi Persatuan Pembangunan di DPR-RI.
Sejarah Awal mula masuknya PPP di kabupaten gowa setelah 4 partai politik
yaitu NU,Parmusi, Psii, Perti di gabungkan dalam 1 fusi partai politik di Jakarta dan
pada saat terbentuk di dalam 1 fusi maka terbentuklah PPP di Kabupaten Gowa yang
di ketuai pertama pada tahun 1973 itu adalah :
NO NAMA-NAMA KETUA UMUM PPP
KABUPETEN GOWA
TAHUN MASA MENJABAT
1 Ketua : H. Abd Karim Dg Bombong
Sekertaris : M. Ali Gazali Beta
1973-1990
2 Ketua : H. M. Amin B
Sekertaris : H. Muhammad Yasim Kasim
1990-2003
3 Ketua : H. Husain Naba
Sekertaris : H. Muhammad Yasim Kasim
2003-2005
4 Ketua : H. Amir uskara M.Kes
Sekertaris : Nursyam Amin B
2005-2010
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5 Ketua : Nursyam Amin B
Sekertaris : Drs. Arifuddin Djarung
2010-Sekarang49
b. Lambang dan tanda gambar Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Lambang PPP berupa gambar ka’bah dengan latar berwarna hijau di dalam
bingkai bujur sangkar berwarna emas. Ka’bah adalah simbol pemersatu umat islam.
Bagi PPP, ka’bah merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat islam
indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, serta merupakan sumber
inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran islam dalam segala bidang
kehidupan.
c. Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Visi PPP adalah terwujudnya mayarakat yang bertakwa kepada Allah
Subhanahu Wata’ala dan negara indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral,
demokratis tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
49 Wawancara Dengan Abd. Rauf Dg Nyonri Sesepuh PPP, Di Jl. Andi Mallombassang  29
Agustus 2017.
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(HAM), serta menjungjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan dan keadilan
sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.
Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah:
1. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia
dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah subhanahu
Wata’ala, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan
Ukhuwah Islamiah (Persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP
mencegah berkembangnya faham-faham atheism, komunisme, marsisme,
leninisme, serta sukularisme, liberalisme dan pandangan agama dalam
kehidupan bangsa indonesia.
2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan
kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan
memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran islam, dengan
mengembangkan Ukhuwa insaniyah (Persaudaraan sesama manusia). Dengan
demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme,
faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi,
diskriminasi, dan budaya kekerasan.
3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan
Ukhuwah Wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP
mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial
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yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal
Ika.
4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan
kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang
sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian
PPP mencegah dan menentangsetiap bentuk otoritarianisme, fasisme,
kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi
rakyat.
5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT,
baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. Dengan demikian PPP mencegah
berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan
budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, permisif, dan hedonistis di
tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup dibawah garis
kemiskinan.50
50Suryadharma Ali, Ketetapan Muktamar V11 Partai Persatuan Pembangunan Tentang
Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PPP, (Jakarta:DPP PPP 2011), h. 92.
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d. Struktur Kepengurusan DPC (DEWAN PIMPINAN CABANG) PPP
Kabupaten Gowa.
DPC PPP Kubu Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T.
DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
KABUPATEN GOWA
Jl. Kh. Wahid Hasyim No. 45 B Sungguminasa
1 PIMPINAN HARIAN
KETUA : Nursyam Amin B
WAKIL KETUA : Sahir Dg Pasang
WAKIL KETUA : Mustafa Mansyur, S.S
WAKIL KETUA : Asniawati Abbas, S.E
WAKIL KETUA : Nursalam AS, S.IP
WAKIL KETUA : Hj. Magdalena
WAKIL KETUA : H. Taqyuddin Tahir, S.Ag, M.Ag
WAKIL KETUA : Ir. Hj. Ummi Kalsum Zainuddin
WAKIL KETUA : Muh. Bustam S.E
WAKIL KETUA : H. Tajuddin, S. Sos Dg Rurung
WAKIL KETUA : H. Muh. Nur As’ad Hijaz
WAKIL KETUA : Aslinda Djeneru ST
WAKIL KETUA : Basri Dg Ngimba
WAKIL KETUA : H. Rafiudding S.E Dg Raping
WAKIL KETUA : Drs. M. Basir, M.Si Dg Bella
WAKIL KETUA : Ir. H. Syarifuddin Syam Dg Nassa
WAKIL KETUA : Faisal Salahuddin, S.E
WAKIL KETUA : Darmawati Dg Masi
SEKERTARIS : Drs Arifudding Djarung
WAKIL SEKERTARIS : Hj. Andi Irma Rahmawati
WAKIL SEKERTARIS : Kaimudding Dg Kawang
WAKIL SEKERTARIS : Ir. Hj Erniati Arif
WAKIL SEKERTARIS : Muh Danial Aqsa S.H
WAKIL SEKERTARIS : Ratu Siwi Sudirman S.E
WAKIL SEKERTARIS : Basri Sitakka
WAKIL SEKERTARIS : Hj. Nurlinah Dg Sompa
WAKIL SEKERTARIS : Djulya Eka Pusvita S.H
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WAKIL SEKERTARIS : Aprilia Wardana Azis
WAKIL SEKERTARIS : Septianur Hirsan Putra
WAKIL SEKERTARIS : Lukman Alauddin
WAKIL SEKERTARIS : Fatahuddin S.E
WAKIL SEKERTARIS : Hj. Reni Waris
WAKIL SEKERTARIS : Rosdiana Dg Nurung
WAKIL SEKERTARIS : Hj Andi Nurhana
WAKIL SEKERTARIS : Asri Syamsuddin
WAKIL SEKERTARIS : Raihan Agutama Masykur S.H
WAKIL SEKERTARIS : Syaraeni
WAKIL SEKERTARIS : Mardiana Dg Caya
BENDAHARA : H. Muh. Sanusi. B
WAKIL BENDAHARA : Juardi
WAKIL BENDAHARA : H. Abd. Rachim Dg Nai
2 PIMPINAN MAJELIS SYARIAH
KETUA : Drs KH. M. Saleh Rachim Dg Bani
WAKIL KETUA : H. Abd Razak Rowa S.H
WAKIL KETUA : Jaharuddin ZA
SEKERTARIS : Drs. Muh. Yunus Matas
WAKIL SEKERTARIS : Drs H. Abd. Muis
3 PIMPINAN MAJELIS PERTIMBANGAN
KETUA : Drs H. Mallingkai Maknun Dg Nyonri
WAKIL KETUA : H. Hasanuddin Pawero S.SOS, M.Si
WAKIL KETUA : H. Syamsuddin Liwang, S.SOS
SEKERTARIS : Drs. H. Ahmad Daud
WAKIL SEKERTARIS : Pattola Marola
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4 PIMPINAN MAJELIS PAKAR
KETUA : Dr. Sudirman, SE, M.Si
WAKIL KETUA : H. Mustari Tompo, SE
WAKIL KETUA : H. Hasanuddin Dg Laja
WAKIL KETUA : H. Abidin, S.IP
SEKERTARIS : H. Haeruddin, SE
WAKIL SEKERTARIS : Abd Azis, SE
DPC PPP Kubu H. Djan Faridz
DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
KABUPATEN GOWA
Jl. Pelita Lambengi, Btn Aura Permai A. 3/2
1 PIMPINAN HARIAN
KETUA                : H. Dr Ir Hasan Hasyim M,Si
WAKIL KETUA : Hasbullah S.Pd
WAKIL KETUA : Ir. Makmur
WAKIL KETUA : Darwis Mappatoba S.H
WAKIL KETUA : Ida Sirajuddin
WAKIL KETUA : Muh. Ridwan Idris S.H
WAKIL KETUA : M. Arief Ruppa
WAKIL KETUA : Tajuddin Dg Ngemba
WAKIL KETUA : H. Bakkara Dg Timung
SEKERTARIS     : H. Muhammad Yasim Kasim S.H
WAKIL SEKERTARIS : Ahmad Rana
WAKIL SEKERTARIS : Musfirah Asdar
WAKIL SEKERTARIS : Rahmawati Nurdin
WAKIL SEKERTARIS : Hasan Dg Nassa
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WAKIL SEKERTARIS : Drs. Sudirman Mattaliu
WAKIL SEKERTARIS : Sulfiadi Muis
WAKIL SEKERTARIS : Muhammad Fajri Ashari
WAKIL SEKERTARIS : Muhammad Ridwan Dg Sele
BENDAHARA : Muhammad Akbar
WAKIL BENDAHARA : Herlina Tayeb
WAKIL BENDAHARA : Fatmawati Anwar
2 PIMPINAN MAJELIS SYARIAH
KETUA : Andi Agung
SEKERTARIS : Drs. Muhammad Yunus Yusuf M. Si
3 PIMPINAN MAJELIS PERTIMBANGAN
KETUA : H. Ridwan Syaputra
SEKERTARIS : Asrul Hidayat
4 PIMPINAN MAJELIS PAKAR
KETUA : Muhammad Asriady S.H, M.H
SEKERTARIS : Drs Nurdin Dg Beta
B. Gambaran Umum Konflik Internal DPP PPP
1. Peta Politik DPP PPP Pada Pilpres 2014
Pada konflik internal PPP terhadap sikap politik elit lokal partai dimulai dari
Pertikaian dan kekisruan yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
bermula dari keinginan dari ketua umum DPP PPP H. Suryadharma Ali untuk ikut
kontestasi dalam pemilihan umum Presiden atau Wakil Presiden. Ketika ketua umum
DPP masa bakti 2011-2016, H. Suryadharma Ali mengupayakan dukungan penuh
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dari seluruh pengurus PPP, sebagian besar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
menolaknya. Alasannya, persiapan yang mepet dan kesiapan sumberdaya yang
minim. Selain itu popularitas H. Suryadharma Ali masih sangat rendah dibandingkan
ketua umum partai lainnya.
DPW PPP merupakan satu struktur pengurus di PPP tingkat provinsi yang
menjadi penghubung antara DPP PPP dengan DPC PPP sehingga menjembatani
antara kepemimpinan di tingkat pusat dengan kepemimpinan di tingkat cabang
(Kabupaten/kota), bahkan anak cabang (Kecamatan). Posisi DPW sangat strategis
untuk mengalirkan kebijakan dari pusat agar sampai ke tingkat akar rumput.
Penolakan DPW PPP terhadap keinginan ketua Umum DPP PPP H.
Suryadharma Ali untuk menjadi satu-satunya calon Presiden/Wakil Presiden terlihat
secara eksplisit dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) 11 PPP, 7,8
Februari 2014, di bandung, yang menetapkan tujuh nama untuk diajukan sebagai
Capres PPP yakni : H. Suryadharma Ali, Jokowi widodo (Gubernur DKI Jakarta), M.
Jusuf Kalla (Ketua PMII), Din Syamsuddin (Ketua PP Muhammadiyah, Khofifah
Indarparawansa (Ketua Musliat NU), Jimly As-Shiddiqie (Ketua DKPP mewakili
golongan intelektual), dan Isran Noor (Ketua APKASI mewakili tokoh daerah).
Pada 18 april 2014 pukul 19:30 WIB, pengurus Harian DPP PPP menggelar
rapat yang kuorum di kantor DPP PPP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum
Emron Pangkapi yang memutuskan pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional
(RAPIMNAS) 1 PADA 19-20 April 2014. Dalam Rapimnas itulah, keluar keputusan
pemberhentian sementara terhadap ketua umum H. Suryadharma Ali dan mengangkat
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Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum
Pemberhentian sementara Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum dengan alasan
Suryadharma Ali telah melakukan 4 pelanggaran yaitu:
 H. Suryadharma Ali menghadiri kampanye terbuka Partai Gerindra pada
akhir bulan maret 2014 yang dianggap merendahkan martabat PPP sebagai
partai yang besar dan mapan.
 H. Suryadharma Ali dianggap melanggar keputusan mukernas PPP
dibandung, jawa barat. Mukernas 11 itu menetapkan tujuh nama bakal capres
yang akan didukung PPP, tanpa ada nama Prabowo di dalam daftar tersebut.
 Deklarasi H. Suryadharma Ali dengan Partai Gerindra atas nama partai
melanggar mekanisme proses pengambilan keputusan partai yang harusnya
dilakukan secara musyawarah.
 Ketua Umum H. Suryadharma Ali dinilai tidak memiliki niat baik untuk
melakukan rekonsiliasi. Hal ini terlihat pada keputusan H. Suryadharma Ali
untuk tidak menghadiri Rapimnas.
Pada selasa 23 september 2014, mahkamah PPP menggelar rapat internal
dikantor DPP PPP, menteng jakarta. Rapat yang dipimpin oleh ketua mahkamah
partai Chozin Chumaidy itu untuk menyikapi perpecahan kedua kubu internal PPP,.
Mahkamah partai telah memutuskan untuk memberikan waktu satu minggu untuk
keduanya melakukan islah. Dan meminta H. Suryadharma Ali serta Romahurmuziy
menentuakan waktu dan tempat muktamar V111.
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Namun hal itu tidak tercapai, karena pihak Romahurmuziy menggelar
muktamar V111 di surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014, sebelum habis masa
islah yang telah ditentukan oleh mahkamah partai. Muktamar ini menghasilkan
kepengurusan dengan ketua umum Romahurmuziy. Pada tanggal 28 Oktober 2014
kementrian hukum dan ham mengesahkan kepengurusan PPP yang diajukan pihak
Romahurmuziy.
Pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 kubu H. Suryadharma Ali
menggelar Muktamar V111 di jakarta atas usulan dari ketua majelis syariah DPP PPP
KH Maimun Zubair untuk mengatasi internal berlambang ka’bah dan hasilnya H.
Djan Faridz terpilih menjadi ketua Umum. PPP kubu H. Djan Faridz mengajukan
gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas MENKUMHAM  yang
menegesahkan kepengurusan Romahurmuziy.51
2. konsolidasi setelah pilpres 2014
Semangat dasar yang menjiwai lahirnya UU No 2 Tahun 2011 tentang partai
politik hakekatnya untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Secara teoritik,
konsolidasi demokrasi diawali dengan memperkuat lembaga-lembaga politik sebagai
penopangnya partisipasi politik yang dihendaki oleh Undang-undang ini secara
lumrah adalah partisipasi politik yang yang sehat dan cerdas, logikanya hanya dengan
51 Achmad Baidowi, Sejarah Dan Dinamika PPP 1973-2016,  Sebuah Otobiografi Partai.
(Jakarta:DPP PPP, 2016), h. 20-24.
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membudayakan demokrasi di dalam dirinya, partai politik bisa mengakselerasi nilai-
nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.52
Terjadinya perpecahan DPP PPP yang terpecah antara dua kubu saling
memperkuat konsolidasi di tingkat DPW (Dewan Pimpinan Wilayah),DPC (Dewan
Pimpinan Cabang) PPP, Ketua Umum PPP Versi Muktamar Pondok Gede,
Romahurmuziy (Romi) menyebut konflik yang terjadi ditubuh partainya saat ini tidak
hanya terjadi ditingkat pusat, melainkan menyebar hingga ke tingkat bawah.
DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy siap
menggelar konsolidasi internal partai yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembahasan
itu akan ditekankan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II yang dilaksanakan
tanggal 23 dan 24 Mei 2017
Wakil Ketua Umum DPP PPP Fadly Nurzal menyampaikan, dalam
Rapimnas II tersebut, akan ada dua fokus utama yang menjadi pembahasan. Pertama
adalah persiapan Pilkada 2018 yang digelar di 171 daerah. Kedua, terkait konsolidasi
PPP dalam menghadapi Pilpres dan Pileg 2019. Untuk agenda internal tentu kami
memastikan kembali konsolidasi partai dan mengevaluasi, baik di teman-teman
tingkat cabang, daerah dan lainnya. Pilkada 2018 kami menargetkan 30 persen
kemenangan dari 171 daerah itu," tutur Fadly di Kantor DPP PPP, Jalan Tebet Barat
XI, Jakarta Selatan. "Untuk eksternal terkait Pilkada di 171 kabupaten kota itu, DPP
PPP meminta pandangan kesiapannya apa dari teman-teman di daerah. Karena buat
52 Achmad Baidowi, Sejarah Dan Dinamika PPP 1973-2016,  Sebuah Otobiografi Partai.
(Jakarta:DPP PPP, 2016), h. 68.
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PPP, konsolidasi yang disiapkan tentu bermuara kepada upaya menembus tiga besar
pada Pemilu 2019,"
Fadly menyebut, Rapimnas II yang nanti dilaksanakan akan merinci
keseluruhan hasil konsolidasi yang telah dilakukan. Untuk tingkat provinsi sendiri,
konsolidasi telah dilakukan dan selesai 100 persen.
Sementara tingkat kabupaten kota selesai 95 persen, kecamatan 50 persen,
dan kelurahan 20 persen. Adapun Rapimnas II PPP akan diikuti oleh pengurus harian,
pimpinan majelis, dan 34 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP seluruh Indonesia.
"Kami ingin mendapatkan bahan yang utuh seluruh pandangan partai dan pihak di
tingkat daerah, baik terkait tema pilkada dan konsolidasi partai," pungkas Fadly.53
Kubu Djan Faridz Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Ketua
Umum Djan Faridz menggelar Rapat Pimpinan Wilayah II PPP di Bandung. Ini
merupakan konsolidasi organisasi PPP pasca-putusan MA.
"Konsep konsolidasi kita sama seperti konsep keluarga yang selama ini kita
jalani sehari - hari, ya, silaturahim (dengan semua kader PPP)," Djan Faridz.
Djan menuturkan, konsolidasi ini terbuka bagi kader PPP kubu M
Romahurmuziy. Menurut dia, pihaknya sengaja menggelar konsolidasi untuk
persatuan PPP yang kini tengah terbelah.
Terkait polemik yang ada di internal PPP belakangan ini, Djan mengatakan,
tak mempermasalahkan jika siapa saja yang menjadi pemimpin di bendera partai
53 Nanda Perdana Putra. http://news.liputan6.com/read/2959256/jelang-pilkada-2018-ppp-
kubu-romi-konsolidasi-di-rapimnas-ii . 21 Mei 2017, 15:09 WIB.
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berlambang kabah itu. Adapun, yang penting adalah pemimpin punya niat untuk
mempersatukan umat dan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. "Saya bilang
terbuka, di mana saja boleh, siapapun mau jadi ketua juga boleh, mau jadi apa saja
boleh," kata Djan. "Kubu kami berniat dan mengajak bersatu untuk kepentingan
umat," ujarnya.
Hadir dalam Rapimwil PPP pasca putusan MA yang memenangkan kubu
Djan Faridz ini, di antaranya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota
Bandung Ridwan Kamil, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Nu'man Abdul Hakim,
mantan Bupati Tasikmalaya Tatang Farhanul Hakim.54
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz menghadiri
acara konsolidasi Partai PPP dengan DPW-DPW Seluruh Indonesia di Pandeglang,
Banten. Acara konsolidasi di DPW PPP Banten tersebut bersamaan dengan Rapimwil
PPP Banten dan acara syukuran usai putusan MA Nomor Nomor 504 K/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 yang memenangkan kubu Djan faridz di MA dan PTUN.55
Nasrun menambahkan, konsolidasi dan Muscab di 24 DPC PPP se-Sulsel ini
ditargetkan rampung hingga akhir bulan Desember mendatang. Nasrun mengatakan,
DPW PPP Sulsel tidak ingin terjebak dalam konflik internal partai berlambang
kakbah itu.
54RioKuswandi.Http://Nasional.Kompas.Com/Read/2015/11/08/15312641/Pascaputusan.MA.
PPP.Kubu Djan Faridz.Gelar.Konsolidasi.DiBandung. 08/11/2015,15:31 WIB.
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"Amanah DPP PPP mengatakan, persoalan hukum partai ini biarkan DPP
yang urus. Kita di DPW dan DPC tetap harus lakukan konsolidasi saja terus, terutama
dalam menghadapi ferivikasi partai tahun depan," tambahnya.
Nasrun mengungkapkan, konsolidasi DPW PPP Sulsel akan dimulai dari
DPC PPP di Luwu Raya, pada 3 Desember mendatang. Dan akan dilanjutkan di DPC
PPP lainnya di Sulsel.
"Sebenarnya struktur sudah ada, kita sudah punya perangkatnya. Tinggal kita
lakukan sesegera mungkin kita lakukan penguatan saja," tutup Nasrun.56
C. Dampak Konflik Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Terhadap
Sikap Politik Elit Lokal Partai Di Kabupaten Gowa
Konflik elit dapat dipahami berbagai dimensi untuk melihat faktor penyebab,
motif dan kepentingan-kepentingan politiknya. Pertama dari segi pengertiannya
konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antara kekuatan-kekuatan politik
yang memperebutkan kekuasaan. Pengertian konflik merujuk pada hubungan antar
kekuatan politik (kelompok dan individu) yang memiliki atau yang merasa memiliki,
sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Kedua sasaran-sasaran yang tidak sejalan
sesungguhnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Karena itu kepentingan
dapat digunakan sebagai cara untuk bertentangan, baik dari sebuah kelompok yang
kecil maupun yang besar. Menurut Domhoff, motivasi seseorang untuk untuk
56 Fathul Khair. http://news.rakyatku.com/read/29412/2016/11/27/menang-di-ptun-ppp-sulsel-
kubu-djan-faridz-mulai-konsolidasi. 27 November 2016, 13:26 WITA.
57
merebut kekuasaan, selain ingin berkuasa mereka juga menginginkan uang, jaringan
dan investasi strategis.57
Dualisme DPC PPP Kabupaten Gowa disebabkan oleh terpecahnya dualisme
DPP PPP yang terpengaruh hingga tingkat DPC ( Dewan Pimpinan Cabang), PAC
(Pimpinan Anak Cabang) dan elit lokal partai membentuk kepengurusan baru di DPC
PPP Kabupaten Gowa.
Konflik di tubuh PPP berdampak negatif pada kelembagaan partai, berupa :
1. Adanya dukungan elit lokal partai terhadap dualisme kepemimpinan DPP PPP
Konflik di DPP PPP antara H. Romahurmuziy MT dan H. Djan Faridz
berdampak pada perpecahan Elit lokal DPC PPP Kabupaten Gowa ada yang
memihak ke kubu H. Romahurmuziy MT dan ada yang memihak ke kubu H. Djan
Faridz. Dalam penelitian tersebut pada umumnya tidak hanya perilaku dan kegiatan
manusia, melainkan juga orientasinya terhadap kegiatan tertentu seperti sikap,
motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan, harapan dan sebagainya.58
Perpecahan dualisme kepemimpinan partai ppp pusat berimbas ke DPC PPP
kab.Gowa, sehingga pada tingkat daerah pun terjadi perpecahan. Ada beberapa hal
yang mempengaruhi sikap elit lokal partai di kabupaten Gowa dengan terjadinya
dualisme DPC PPP dalam kubu H. Djan Faridz pada saat terjadi dualisme
membentuk kepengurusan baru beberapa dari orang-orang DPC PPP dan selebihnya
57 Moch. Nurhasim, Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. (Cet.
1. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2005), h. 14.
58 Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,(Cet 1. Jakarta:PT Gramedia Pustaka,2008), h.
75.
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merekrut orang-orang baru yang diluar dari partai PPP kabupaten Gowa. Dan dari
kubu H. Romahurmuziy MT, hanya mempertahankan solidaritasnya ke anggota-
anggotanya agar tidak masuk di kubu H. Djan Faridz. Hal ini di katakan dalam
wawancara oleh Sekertaris DPC PPP, H. Muhammad Yasim Kasim SH (Kubu H.
Djan Faridz).
‘’Pada saat konflik dualisme terjadi di DPP PPP kami dari kubu Djan
Faridz membentuk kepengurusan PPP di Kabupaten Gowa, dan ada
beberapa anggota PPP yang ikut kepada kami dan kami juga merukrut
orang-orang baru yang diluar dari partai PPP’’. 59
Melihat apa yang disampaikan oleh H. Muhammad Yasim Kasim S.H selaku
sekretaris DPC PPP kubu Djan Faridz menegaskan sikap politik untuk membentuk
kepengurusan PPP di Kabupaten Gowa yang artinya sangat besar pengaruh dualisme
yang terjadi di pusat sehingga di kubu Djan Faridz melakukan pergerakan cepat untuk
merekrut kader  baru yang dilakukan kubu Djan Faridz.
Peran elit dalam hal pengambilan keputusan maupun kebijakan menjadi
salah satu faktor paling penting bagaimana hal tersebut akan diambil dan berjalan.
Dari sini dan seperti inilah yang diikuti pada kalangan elit yang berada pada kasta
dibawah. Karena ketokohan elit tersebut yang menjadi penentu kenapa kemudian
politik elit yang menjadi penentu kenapa kemudian politik elit tersebut berjalan dan
diikut oleh elit daerah (kita sebut demikian guna memudahkan dalam hal penyebutan
59 Wawancara Dengan H. Muhammad Yasim Kasim S.H Sekertaris DPC PPP (Kubu H. Djan
Faridz) 31 Mey 2017 Di Sekretariat DPC PPP Kabupaten Gowa
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elite yang berada pada posisi lokal) karena elite yang memiliki tingkatan yang lebih
tinggi tersebut memiliki pengaruh serta kharisma yang kuat.60
Pembahasan perilaku bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi
dapat juga mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi
kemasyarakatan, kelompok elite, gerakan nasional atau suatu masyarakat politik.61
Sebagaimana pareto membedakan masyarakat menjadi dua kelas, sama
dengan mosca. Pareto membagi dalam lapisan atas yaitu elite yang masih terbagi atas
elit memerintah dan elite yang tidak memerintah governing and non governing elite
mosca mengenalkan konsep ‘’sub-elite’’ yang merupakan kelas menengah yang dapat
diinterprestasikan sebagai elite lokal dan dianggap sebagai elemen vital dalam
membangun kekuatan politik mengatur masyarakat menurutnya stabilitas politik
ditentukan oleh lapisan kelompok menengah ini, terbelah dukungan elit merupakan
upaya yang dilakukan governing elites atau elite yang memerintah sehingga tercipta
berbagai elit yang memihak.
Dukungan Elit Lokal Partai Terhadap Dualisme Kepemimpinan DPP PPP
a. Elit lokal partai yang memihak kubu H. Romahurmuziy MT.
Dari hasil wawancara dengan Ketua DPC PPP, Nursyam Amin B yang
mengatakan bahwa:
60 Bintang permana putra,Jurnal, (Dinamika Elite Politik Surabaya Studi Konflik Pemakzulan
Walikota Surabaya), Surabaya. 2011.
61 Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,(Cet 1. Jakarta:PT Gramedia Pustaka,2008), h.
74.
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“konflik internal di Kabupaten Gowa di sebabkan oleh terjadinya dualisme
DPP PPP yang merembet hingga DPC PPP tapi kan kami ini mengikut dari
DPP PPP yang memegang SK MENKUMHAM  sehingga kalau bicara
kedudukan hukum tentu kita yang diakui oleh negara seperti itu kedudukan
partai politik kan harus ada pengakuan oleh negara bukan pengadilan dan
kami akan tetap melaksanakan konsolidasi agar tidak terpengaruh di kubu H.
Djan Faridz dan pada akhirnya undang-undang partai politik kan hanya
mensyarakatkan partai yang mempunyai SK MENKUMHAM yang diakui oleh
negara dan itu yang terjadi pada saat ini sehingga kami mengganggap PPP Ir.
H. Muhammad Romahurmuziy, M.T lah yang diakui yang sah dan diakui oleh
Negara”.62
Berdasarkan dari kutipan diatas dapat kita pahami bahwa anggota DPC PPP
di Kabupaten Gowa selaku Ketua DPC PPP, Nursyam Amin B (Kubu Ir. H.
Muhammad Romahurmuziy, M.T.). Memihak ke kubu H. Muhammad
Romahurmuziy MT dengan melihat bahwa putusan MENKUMHAM lah yang diakui
oleh negara dan partai politik. Apa yang dikatan elite lokal partai diatas senada
dengan apa yang dikatan oleh Wakil ketua DPRD FRAKSI PPP Sahir Dg Pasang
(Kubu Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T) yang mengatakan bahwa :
“konflik yang terjadi di DPC PPP kabupaten gowa memang ada tapi kami
memilih yang memegang SK MENKUMHAM yang diakui oleh negara karena
itu sudah aturan siapapun yang memegang SK MENKUMHAM itulah yang
diakui oleh pemerintah itulah yang sah, karena kami tau itu semua pengurus
yang terlibat waktu Musdah itu di pusat ketua umumnya kami fikir disitu semua
kepengurusan yang sah makanya kami masuk disitu karena yang dibuat H.
Djan Faridz itu semua pengurus yang dia taruh itu semua sudah non aktif yang
sudah mantan PPP makanya kita tak yakin, siapa saja yang saat itu yang mau
jadi ketua bisa dan SK nya pada saat dia mengadakan Munas (Musyawarah
Nasional) siapa saja yang mau menjadi ketua pada saat itu yang hadir bisa,
jadi kami fikir sangat mudah itu pengurusan yang tidak beres karena kami fikir
sangat susah dan sulit untuk menjadi ketua partai dikabupaten sedangkan saat
itu dia sangat mudah siapa saja yang mau jadi ketua, artinya disini kami
62 Wawancara Dengan Nursyam Amin B Ketua DPC PPP (kubu Ir. H. Muhammad
Romahurmuziy MT)  26 Mey 2017 Di Kantor DPC PPP Kabupaten Gowa.
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menilai bahwa kepengurusannya tidak beres makanya kami tidak mau mengaju
ke kubu H. Djan Faridz tetap kami mengaju kepengurusan Ir. H. Muhammad
Romahurmuziy, M.T”.63
Seperti apa yang disampaikan bahwa ini persoalan siapa yang memegang SK
dan siapa yang diakui oleh pemerintah. Sahir Dg Pasang menegaskan dirinya
berpihak ke kubu Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, karena melihat kekuatan
Romahurmuziy melalui SK yang dimiliki oleh kubu tersebut. Dari hasil wawancara
diatas apa yang dikatakann elite lokal partai senada dengan apa yang dikatakan oleh
Ketua PAC PPP Kubu (Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T) Lukman Alauddin
yang mengatakan bahwa :
‘’Terjadinya dualisme PAC PPP memang ada karena terjadi dualisme DPC
PPP kabupeten gowa dan mereka membentuk PAC PPP yang baru tapi tidak
berdampak sampai keranting yang saya ketahui bahwa dari kubu Djan Faridz
belum memiliki ranting jadi secara otomatis di ranting tidak berdampak pada
konflik dualisme dan kami hanya mememilih yang memegang SK
MENKUMHAM yang diakui oleh negara karena itu sudah aturan partai politik
yang memegang SK MENKUMHAM itulah yang diakui oleh pemerintah itulah
yang sah kan kami hanya mengikut pada DPC PPP kubu Romahurmuziy,
Karena sesuai SK Menkumhamham yang diakui itu adalah PPP kubu
Romahurmuziy sementara kubu sebelah kubu Djan Faridz itu secara UU patai
politik itu tidak sah secara hukum karena di akui di indonesia adalah parpol
yang memegang SK MENKUMHAM dan itu ada di pihak kubu
Romahurmuziy’’.64
Apa yang dikatan elite lokal partai diatas senada dengan apa yang dikatakan
oleh ketua Pimpinan Ranting di Sungguminasa Kubu (Ir. H. Muhammad
Romahurmuziy, M.T) Benny yang mengatakan bahwa:
63Wawancara dengan Sahir Pasang  Wakil Ketua DPRD FPPP (Kubu Ir. H. Muhammad
Romahurmuziy MT). 12 Juni 2017 Di Kantor DPRD Kabupeten Gowa.
64 Wawancara Dengan Lukman Alauddin Ketua PAC PPP (kubu Ir. H. Muhammad
Romahurmuziy MT)  Jum’at 29 Mey 2017 Di Sekretariat PAC PPP Kabupaten Gowa.
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‘’hal yang pertama kami memihak di kubu Romahurmuziy itu karena atas
dasar persaudaraan kepada ketua DPC PPP kabupaten gowa yang di ketuai
oleh Nursyam Amin B dan kami melihat bahwa pada saat dualisme terjadi kami
memilih yang memegang SK MENKUMHAM karena UU partai politik yang
sah itu yang memegang SK MENKUMHAM dan pada saat terjadi dualisme
kepengurusan di DPC PPP kabupaten gowa tidak berdampak pada PR
(pimpinan Ranting).65
Mendengar wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa
responden masuk dalam kategori elite lokal partai yang memihak terhadap kubu Ir. H.
Muhammad Romahurmuziy, M.T dengan argumen responden yang mengatakan
bahwa secara mekanisme yang mereka yakini bahwa SK MENKUMHAM lah yang
sah dan diakui oleh negara undang-undang partai politik.
b. Elit lokal partai yang memihak Kubu H. Djan Faridz
Dari hasil wawancara Sekertaris DPC PPP, H. Muhammad Yasim Kasim S.H.
yang mengakatan bahwa:
“konflik di DPC PPP Kabupaten Gowa diakibatkan oleh terjadinya perpecahan
di DPP PPP sesungguhnya di DPC PPP itu hanya berpengaruh oleh adanya
perpecahan dualisme dipusat sehingga semua DPC PPP yang ada diseluruh
indonesia ini terjadi perpecahan mulai ditingtat pusat sampai di DPC (Dewan
Pimpinan Cabang),PAC (Pimpinan Anak Cabang). Pada saat konflik terjadi di
DPP PPP, DPC PPP dikabupaten gowa juga membentuk DPC yang baru
karna sudah ada keputusan bahwa H. Djan Faridz lah yang sah di keputusan
PTUN jakarta karena PTUN ini kan lembaga hukum yudikatif sedangkan
Menkumham kan hanya lembaga pemerintah. Dan sekarang PPP hanya
menunggu putusan dari Mahkamah Agung karena MENKUMHAM kemarin
kalah oleh kelompok H. Djan Faridz dia naik banding sehingga setelah itu kubu
yang lain juga menganggap bahwa naik bandingnya MENKUMHAM tentu saja
akan optimis yang menang nanti Kubu H. Djan Faridz jadi masing-masing
65 Wawancara Dengan Benny Ketua Pimpinan Ranting PPP (kubu Ir. H. Muhammad
Romahurmuziy MT)  29 Mey 2017 Di Sekretariat PR PPP Kabupaten Gowa.
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menkalim akan menjadi pemenang disemua DPC PPP diseluruh indonesia
ini”.66
Berdasarkan dari kutipan diatas dapat kita pahami bahwa anggota DPC PPP
di Kabupaten Gowa selaku sekertaris DPC PPP, H. Muhammad Yasim Kasim SH.
Memihak ke kubu H. Djan Faridz dengan melihat bahwa putusan PTUN Jakarta lah
yang sah secara hukum, hal ini sesuai dengan putusan MA No 601
K/Pdt.sus.parpol/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Apa yang dikatakann
elite lokal partai diatas senada dengan apa yang dikatakan oleh anggota DPRD
FRAKSI PPP H. Muhammad Dachlan Dg. Tawang (Kubu H. Djan Faridz) yang
mengatakan bahwa:
“Kami kira kubu H. Djan faridz dengan kubu Romahurmusiy itu sama, karena
sama-sama PPP dan kalau saya memihak di kubu H. Djan faridz kerena saya
melihat yang sah dari PTUN Jakarta karena PTUN ini kan lembaga hukum
yudikatif sedangkan Menkumham kan hanya lembaga pemerintah dan saya
hanya melihat dari PTUN Jakarta karena perpecahan ditingkat kabupaten
terpengaruh adanya dualisme di tingkat pusat dan pada saat dualisme sempat
saya terpilih menjadi ketua DPC PPP (Kubu H. Djan Faridz) hanya saja SK
belum ada karena pada saat itu dilakukan pemilihan langsung DPC PPP
setelah dilakukan Musyawarah pertama dilakukan pak haris bunga tidak ilegal
karena PAC belum disahkan waktu itu dan siapa saja jadi ketua nantinya kami
pasti akan ikut disana.67
Berdasarkan dari kutipan wawancara diatas dapat kita pahami bahwa elit
lokal partai PPP di Kabupaten Gowa memihak kepada kubu H. Djan Faridz dengan
meyakini bahwa putusan PTUN Jakarta lah yang sah secara hukum. Apa yang
66 Wawancara Dengan H. Muhammad Yasim Kasim S.H Sekertaris DPC PPP (Kubu H. Djan
Faridz) 31 Mey 2017 Di Kantor DPC PPP Kabupaten Gowa.
67 Wawancara Dengan H. Muh. Dahclan Tawang Anggota DPRD FPPP (Kubu H. Djan
Faridz). 13 Juni 2017 Di Kantor DPRD Kabupeten Gowa.
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dikatakann elite lokal partai diatas senada dengan apa yang dikatakan oleh sekertaris
PAC PPP (Kubu H. Djan Faridz) Muhammad Kadang yang mengatakan bahwa :
‘’kami melihat fakta hukum yang benar dan kami disini melihat kubu Djan
Faridz lah yang memegang kebenaran tersebut karena kami melihat PTUN
jakartalah yang sah secara hukum, maka kami memihak ke kubu Djan Faridz
dengan melihat muktamar ke V111 di jakarta yang terpilih ketua H. Djan
Faridz, PAC PPP di Kabupaten Gowa terjadi dualisme juga karena di DPC
terjadi dualisme maka secara otomatis PAC membentuk dua kubu juga, secara
keseluruhan PAC yang ada di Kabupaten Gowa itu terjadi dualisme, PAC
menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kubu Djan faridz secara hukum
dan tanggapan hukum dari berbagai kalangan praktisi  yang paling ilegal dari
terjadinya dualisme ini adalah kubu Djan Faridz, secara hukum Djan faridz
sudah menang juga di PTUN jakarta dan kami memihak pada kubu Djan
Faridz karena melihat kebenaran dalam putusan PTUN Jakarta lah yang sah
secara hukum’’.68
Kelompok elit itu pada hakekatnya bersifat otonom, kebal akan gugatan dari
siapapun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya.
Semua persoalan politik penting diselesaikan menurut kepentingan atau tindakan
kelompok.69
Hubungan dalam konteks lokal, sitem pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik
bupati, walikota, gubernur secara langsung, disatu sisi merupakan media
pengembangan demokrasi, namun di sisi lain merupakan potensi bagi munculnya
konflik kepentingan antara berbagai elemen masyarakat terutama antar elit lokal di
daerah, kasus dibeberapa daerah di indonesia, pelaksanaan pilkada selalu ditandai
dengan konflik sosial antar elit lokal, memahami tentang konflik elite lokal dalam
68 Wawancara Dengan  Muhammad Kadang, Sekertaris PAC PPP (Kubu H. Djan Faridz) 15
Juni 2017 Di Sekretariat PAC PPP Kabupaten Gowa
69 Mohtar Mas’oed, Perbandingan Sistem Politik. (Cet. 18, Yogyakarta:Gadjah Mada
University Press. 2008), h. 96.
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proses pilkada merupakan aspek penting dalam rangka mengantisipasi dampak
negatif bagi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.70
2. Terpecahnya Dukungan Elit Lokal PPP Pada Saat Pilkada Di Kabupaten
Gowa 2015.
Elit merupakan orang-orang yang mampu mengendalikan pemerintah
dengan berbagai pengalaman dan dikenal oleh lapisan masyarakat yang tampil
didepan sebagai pihak yang berpengaruh dalam kelompok. Dibidang pemerintah elit
mampu meraih kekuasaan kedudukan dengan 2 cara kakuasaan atau kekerasan fisik
dan siasat dan strategi politik.
Elit lokal partai DPC PPP Kabupaten Gowa berbeda pengusung pada saat
pilkada ini saling membuka pendaftaran pilkada dan dari kubu Ir. H. Muhammad
Romahurmuzy, MT mengusung calon bupati pada nomor urut 4.  Hj. Tenri olle Yasin
Limpo S.H, M.SI dan Drs H. Hairil Muin M.SI dan dari kubu H. Djan Faridz
mengusung nomor urut 1. Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana
Kaharuddin S.E.
a. Elit lokal partai memihak ke Kubu (Ir. H. Muhammad Romahurmuziy,
M.T) kepada Nomor Urut 4.  Hj. Tenri olle Yasin Limpo S.H, M.SI dan
Drs H. Hairil Muin M.SI.
Elit yang memihak ke calon bupati  Hj. Tenri olle YL dan H. Hairil Muin.
Ketua DPC PPP, Nursyam Amin B yang mengatakan bahwa:
70 Moch. Nurhasim, Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. (Cet.
1. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2005), h. 19.
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‘’Secara struktural dan konstituen kami total keusungan kami pada calon
nomor urut 4. HJ. Tenri olle YL dan H. Hairil Muin karena pada waktu itu kan
regulasi dan kami secara lembaga hanya mengusung satu calon bupati saja
yang sudah kami seleksi sesuai dengan mekanisme partai, adapun pola
aktivitas kader kami dari tingkat kemenangan kami jelas dimana PPP sudah
banyak suara pasti calon bupati yang kami dukung itu mendapatkan suara
yang besar. Kami kira itu buktinya seperti yang terjadi di kelurahan
paccinongan kami menang dan di tinggimoncong PPP menang disana itu
artinya kader kami bekerja keras untuk memenangkan calon bupati yang kami
usung, dan sikap-sikap kader kami yang namanya partai itukan ada intruksi itu
sudah kita intruksikan pada semua kader baik itu struktural maupun non
struktural untuk memenangkan calon yang kami usung itukan sikap-sikap
politik yang kami kerjakan dalam rangka memenangkan pada pilkada dan itu
terbukti dimana PPP menang pasti calon kami juga menang disitu’’.71
Dari hasil wawancara diatas apa yang dikatakann elite lokal partai senada
dengan apa yang dikatakan oleh Ketua PAC PPP Kubu (Ir. H. Muhammad
Romahurmuziy, M.T) Lukman Alauddin yang mengatakan bahwa :
‘’kami di PAC PPP secara struktural kami mendukung Hj. Tenri Olle YL
karena DPC PPP sudah mengintruksikan kepada kader-kadernya agar kiranya
dapat mendukung dan berjuang untuk memenangkan calon yang di usung, kami
juga mengikut kepada DPC PPP kubu Romahurmuziy yang mengusung Hj.
Tenri Olle YL dan sikap-sikap yang kami lakukan untuk memenangkan calon
bupati yang kami usung, kami melakukan silaturahmi kepada ranting-ranting
kami yang ada di bawah dan masyarakat agar kiranya ikut berpartisipati
mendukung Hj. Tenri Olle YL yang di usung oleh DPC PPP kubu
Romahurmuziy.72
Dari hasil wawancara diatas apa yang dikatakan elite lokal partai senada
dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Ranting PPP di Sungguminasa Kubu (Ir. H.
Muhammad Romahurmuziy, M.T) Benny yang mengatakan bahwa :
71 Wawancara Dengan Nursyam Amin B Ketua DPC PPP (kubu Ir. H. Muhammad
Romahurmuziy MT)  Jum’at 28 Mey 2017 Di Kantor DPC PPP Kabupaten Gowa.
72Wawancara Dengan Lukman Alauddin Ketua PAC PPP (kubu Ir. H. Muhammad
Romahurmuziy MT)  Jum’at 29 Mey 2017 Di Sekretariat PAC PPP Kabupaten Gowa.
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‘’tidak terjadi konflik dualisme di ranting karena ranting dari kubu Djan faridz
belum ada rantingnya, adapun sikap-sikap politik yang kami lakukan di ranting
hanya melakukan sosialisasi dari rumah-kerumah dan kami tidak
mengumpulkan suatu  tempat, kami hanya melakukan door to door dan kami
menjelaskan kepada warga agar kiranya PPP kubu Romahurmuziy itu yang
mendukung Hj tenri olle YL karena warga juga sempat kebingungan dengan
terjadinya dualisme di DPC PPP Kabupaten Gowa karena kubu Djan Faridz
mendukung Andi Maddusila’’73
Dari hasil wawamcara diatas dapat dipahami bahwa elit lokal partai kubu Ir.
H. Muhammad Romahurmuzy, MT memihak ke calon bupati Hj. Tenri olle Yasin
Limpo dan H. Hairil Muin karena mereka membuka pendaftaran oleh calon bupati
tersebut dan melakukan penyeleksian calon bupati tersebut dan sesuai dengan
mekanisme partai.
b. Elit lokal partai memihak Kubu H. Djan Faridz kepada nomor urut 1. Drs.
Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana Kaharuddin S.E
Sekertaris DPC PPP, H. Muhammad Yasim Kasim SH yang mengakatan bahwa:
‘’DPC PPP kubu Djan Faridz di Kabupaten Gowa membuka pendaftaran pada
saat pilkada dan secara mekanisme partai kami hanya mengusung nomor urut
1. Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana Kaharuddin S.E dan
kami mayoritas di andi maddusila dan sikap-sikap yang kami lakukan untuk
memenangkan andi maddusila kami melakukan pendekatan pada masyarakat
dan tetap melakukan pendekatan dengan pengurus PAC dan aktivitas dengan
pengurus yang terpisah masih tetap kami lobi-lobi secara pribadi bahwa kubu
Djan Faridz tetap bekerja keras dalam memenangkan Andi Maddusila yang
kami usung dan melakukan sosialisasi dan tetap mengarahkan pendukungnya
kepada calon yang kami usung Andi Maddusila pada pilkada dan tetap solid,
dan kami melakukan konsolidasi di tingkat DPC dan PAC PPP’’.74
73 Wawancara Dengan Benny Ketua Pimpinan Ranting PPP (kubu Ir. H. Muhammad
Romahurmuziy MT)  Jum’at 29 Mey 2017 Di Sekretariat Pimpinan Ranting PPP Kabupaten Gowa.
74 Wawancara Dengan H. Muhammad Yasim Kasim S.H Sekertaris DPC PPP (Kubu H. Djan
Faridz) 31 Juni 2017 Di Kantor DPC PPP Kabupaten Gowa
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Dari hasil wawancara diatas apa yang dikatakann elite lokal partai senada
dengan apa yang dikatakan oleh sekertaris PAC PPP (Kubu H. Djan Faridz)
Muhammad Kadang yang mengatakan bahwa :
‘’Pada saat pilkada PAC PPP Kabupaten Gowa terpecah ada yang mendukung
no urut 4. HJ. Tenri olle YL dan H. Hairil Muin dan dari kubu kami
mendukung No urut 1. Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana
Kaharuddin S.E , dan adapun Sikap-sikap yang kami lakukan pada saat
pilkada itu kami mendukung calon bupati yang diusung oleh DPC PPP kubu
Djan Faridz karena kami hanya mengikut kepada DPC PPP kubu Djan Faridz
dan kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memilih maddusila
dan melakukan pendekatan kepada masyarakat’’.75
Dari hasil wawancara dengan Syahrir Karim S.Ag, M.Si, Ph,D. pengamat
politik, tentang konflik dualisme DPP PPP hingga ke DPC PPP Kabupaten Gowa
yang mengatakan bahwa :
‘’konflik dualisme yang terjadi antara kubu Romahurmuziy dan Kubu Djan
Faridz yang pastinya akan merugikan partai pada tingkat kabupaten karena
pada saat mau mengklarifikasi calon itukan bermasalah karena KPU juga akan
bertanya siapa yang di sahkan dan KPU juga akan berlandaskan dari putusan
MENKUMHAM, sekarang mereka saling mengklaim kubu Romahurmuziy dan
Djan Faridz masing-masing mengklami kubu kamilah yang sah dan itu
berimbas ke daerah sampai kabupaten dan mereka sama-sama mengklaim
bahwa kami berhak mengusung calon juga,dan yang bermasalah ini di daerah
karena mereka berbeda dalam hal usungan calon bupati tersebut tetapi hal ini
akan berakhir ketika adanya putusan resmi dari MENKUMHAM dan itulah
yang resmi rujukan utama dari KPU siapa yang sah’’76
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perpecahan dualisme
DPC PPP ini saling berpengaruh pada Elit lokal partai dan masyarakat dimana ketika
pada saat pilkada ini berlangsung kedua kubu ini saling membuka pendaftaran pada
75 Wawancara Dengan  Muhammad Kadang, Sekertaris PAC PPP (Kubu H. Djan Faridz) 1
Juli 2017 Di Sekretariat PAC PPP Kabupaten Gowa
76Wawancara Dengan Syarir Karim Pengamat Politik, Jum’at 25 Agustus 2017, Di Fakultas
Ushuluddin, Filsafat Dan Politik.
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calon bupati dan berbeda dukungan pada calon bupati tersebut dan mereka saling
mengklaim bahwa kubu mereka lah yang sah dan mengadakan konsolidasi dimasing-
masing kubu. Dimana masyarakat akan kebingungan dalam melihat dualisme DPC
PPP pada saat pilkada ini karena belum ada keputusan konkrit dari pemerintah pusat
siapa yang sebenarnya ilegal dari dualisme kubu ini.
Pemilu adalah proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih wakil
dipemerintahan sebagai bentuk perwujudan pentingnya suara rakyat dalam
mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat. Dan
momen semua orang berhak untuk ikut aktif dalam pemilihan umum. Hal ini sudah
tertuang dalam pancasila tentang keadilan bagi seluruh rakyat indonesia, adil dalam
keterlibatannya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.77
Selain dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik PPP di
Kabupaten Gowa perpecahan di tubuh PPP juga memiliki dampak positif di
antaranya konflik ini.
1) Membuka Rekrutmen Politik Baru Bagi PPP .
Setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas karena hanya dengan kader
yang demikian dia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar
untuk mengembangkan diri, dengan mempunyai kader-kader yang baik partai tidak
sulit menentukan kepemimpinannya sendiri dan mempunyai peluang untuk
mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional, Seperti yang di
77Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Cet 1. Jakarta:PT Gramedia Pustaka,2008). h.
474.
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katakan H. Muhammad Yasim Kasim S.H Sekertaris DPC PPP (Kubu H. Djan Faridz)
bahwa :
‘’Adanya kader dari kalangan akademisi dan beberapa sarjana dari masing-
masing fakultas mayoritas yang masuk dari fakultas hukum, dan banyak kader
yang punya pengalaman di partai lain, banyak dari kader NU, Muhammadiyah,
HMI ,PMII banyak meningkatkan sumber daya manusia di DPC PPP
kabupaten Gowa’’.78
Partai politik juga berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak
anggotanya, maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk
menjadi anggotanya.79 Dan Adanya peluang bagi masyarakat untuk bisa masuk di
dalam PPP.
Partai politik juga berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, akan tetapi
dalam hal ini ia mengutamakan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengabdi
kepada partai seperti yang di katakan H. Muhammad Yasim Kasim S.H Sekertaris DPC
PPP (Kubu H. Djan Faridz) bahwa :
‘’Adapun hikmah di balik konflik PPP kubu Djan Faridz terjadinya dualisme
DPC PPP kabupaten Gowa, lebih membuka peluang bagi masyarakat yang
selama ini belum terakomodir di partai dan mereka bisa diakomodir, dan
merekrut anggota baru bagi masyarakat yang ingin bergabung di DPC PPP
dan merekrut orang-orang baru diluar dari PPP’’.80
Secara analisis pada saat terjadinya Konflik DPP PPP, anggota PPP kubu
Djan Faridz di Kabupaten Gowa secara cepat merekrut orang-orang baru diluar dari
PPP, dan dari kubu Romahurmuziy MT, saat terjadi konflik mereka bisa melihat
78 Wawancara Dengan H. Muhammad Yasim Kasim S.H Sekertaris DPC PPP (Kubu H. Djan
Faridz) 2 November  2017 Di Kantor DPC PPP Kabupaten Gowa.
79 Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Cet 1. Jakarta:PT Gramedia Pustaka,2008),
h. 408.
80 Wawancara Dengan H. Muhammad Yasim Kasim S.H Sekertaris DPC PPP (Kubu H. Djan
Faridz) 2 November  2017 Di Kantor DPC PPP Kabupaten Gowa.
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hikmah dari konflik dualisme, Seperti yang dikatakan oleh ketua DPC PPP Nursyam
Amin B, bahwa:
‘’Dualisme kepemimpinan DPC PPP dari kubu Romahurmuziy bisa
mengetahui siapa yang loyal dan siapa yang tidak loyal dan siapa yang hanya
menginginkan kekuasaan di dalam partai dan lebih sering melakukan
konsolidasi  terhadap anggota PPP maupun kader di setiap PAC PPP dan
Pimpinan Ranting dan mereka himbaukan bahwa PPP Romahurmuziy lah yang
sah dari pemerintah agar semua kader tidak terpengaruh dari adanya DPC
PPP yang baru di buat oleh DPC PPP kelompok H. Djan Faridz’’.81
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa secara organisasi ketua
DPC PPP dapat melihat siapa yang benar-benar loyal dalam partai dan siapa yang
tidak loyal dan hanya menginginkan jabatan.
2). Integritas Terhadap PPP meningkat.
Integritas di bangun melalui tiga unsur penting yaitu nilai-nilai yang dianut
oleh pemimpin, konsisten dan komitmen, seperti yang dikatakan oleh Ketua DPC
PPP Nursyam Amin B (Kubu Romahurmuziy MT) yang mengatakan bahwa :
‘’DPC PPP mampu menggerakkan semua kader untuk memenangkan calon
yang diusung, karena ada dua partai pengusung tentu pengalaman di PPP dan
Nasdem pasti berbeda dan melakukan kolaborasi untuk satu tujuan’’.82
Adapun dampak positif dari kubu Djan Faridz pada saat terjadinya dualisme
perbedaan pengusung di pilkada Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:
‘’PPP mampu mandiri dan menjalankan organisasi partai dengan baik dan
bekerja keras agar bisa memengkan calon yang kami usung, mesin politik baik
81 Wawancara Dengan Nursyam Amin B Ketua DPC PPP (kubu Ir. H. Muhammad
Romahurmuziy MT)  2 November 2017 Di Kantor DPC PPP Kabupaten Gowa.
82 Wawancara Dengan Nursyam Amin B Ketua DPC PPP (kubu Ir. H. Muhammad
Romahurmuziy MT)  2 November 2017 Di Kantor DPC PPP Kabupaten Gowa.
72
ditingkat desa berfungsi secara stabil dan bisa mengakomodir pemilih-pemilih
yang baru’’83
Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) adalah salah satu instrumen untuk
meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses demokrasi ditingkat nasional maupun
di gelanggang lokal, apalagi sebenarnya demokrasi bersifat lokal, maka salah satu
tujuan pilkada adalah memperkuat legitimasi demokrasi.
83 Wawancara Dengan H. Muhammad Yasim Kasim S.H Sekertaris DPC PPP (Kubu H. Djan




Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dapat di
ambil setelah melakukan penelitian dengan judul ‘’Dampak Konflik Internal PPP
Terhadap Sikap Politik Elit Lokal Partai Di Kabupaten Gowa 2014’’.
A. KESIMPULAN
Perpecahan di DPP PPP antara kubu Ir. H. Muhammad Romahurmuzy, MT
dan kubu H. Djan Faridz berdampak pada elit lokal partai di Kabupaten Gowa adalah
imbas dari konflik internal PPP di pusat ada memihak kubu Ir. H. Muhammad
Romahurmuzy, MT dan ada yang memihak ke kubu H. Djan Faridz. Konflik internal
PPP berdampak pada perpecahan di DPC PPP Kabupaten Gowa karena terjadinya
dualisme di DPP PPP yang terpengaruh hingga DPC PPP dan PAC PPP di Kabupaten
Gowa dan membentuk kepengurusan DPC PPP dan PAC PPP yang baru karena dari
masing-masing kubu mengklaim bahwa kubunyalah yang sah yang dikeluarkan
keputusan oleh pihak Romahurmuziy menggelar muktamar V111 di Surabaya pada
tanggal 15-18 Oktober 2014, sebelum habis masa islah yang telah ditentukan oleh
mahkamah partai. Muktamar ini menghasilkan kepengurusan dengan ketua umum
Romahurmuziy. Pada tanggal 28 Oktober 2014 kementrian hukum dan ham
mengesahkan kepengurusan PPP yang diajukan pihak Romahurmuziy.
Pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 kubu H. Suryadharma Ali menggelar
Muktamar V111 di Jakarta atas usulan dari ketua majelis syariah DPP PPP KH
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Maimun Zubair untuk mengatasi internal berlambang ka’bah dan hasilnya H. Djan
Faridz terpilih menjadi ketua Umum. PPP kubu H. Djan Faridz mengajukan gugatan
pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas MENKUMHAM  yang
menegesahkan kepengurusan Romahurmuziy.
Sikap Politik Elit Lokal Partai DPC PPP dan PAC PPP Pada Saat Pilkada di
Kabupaten Gowa terpecah pada saat pilkada dimana kedua kubu ini saling membuka
pendaftaran calon bupati, Elit lokal partai DPC PPP kabupaten Gowa berbeda
pengusung pada saat pilkada ini dari kubu Ir. H. Muhammad Romahurmuzy, MT
mengusung calon bupati pada nomor urut 4.  Hj. Tenri olle Yasin Limpo S.H, M.SI
dan Drs H. Hairil Muin M.SI dan dari kubu H. Djan Faridz mengusung nomor urut 1.
Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana Kaharuddin S.E dan sikap
politik elit lokal partai pada saat pilkada kedua kubu ini melakukan konsolidasi di
masing-masing kader dan dari kubu H. Djan Faridz melakukan sosialisai dan tetap
melakukan pendekatan dari kubu yang terpisah masih tetap melakukan lobi-lobi
secara pribadi Selain dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik PPP di
kabupaten Gowa perpecahan di tubuh PPP juga memiliki dampak positif di antaranya
konflik ini, yaitu, Membuka Rekrutmen Politik Baru Bagi PPP, Setiap partai butuh
kader-kader yang berkualitas karena hanya dengan kader yang demikian dia dapat
menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri,
dengan mempunyai kader-kader yang baik partai tidak sulit menentukan
kepemimpinannya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk
masuk ke bursa kepemimpinan nasional, Adanya peluang bagi masyarakat untuk bisa
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masuk di dalam PPP, adapun hikmah di balik konflik PPP kubu Djan Faridz
terjadinya dualisme DPC PPP kabupaten Gowa, lebih membuka peluang bagi
masyarakat yang selama ini belum terakomodir di partai dan mereka bisa diakomodir,
dan merekrut anggota baru bagi masyarakat yang ingin bergabung di DPC PPP dan
merekrut orang-orang baru diluar dari PPP, Integritas Terhadap PPP meningkat,
mampu mandiri dan menjalankan organisasi partai dengan baik dan bekerja keras
agar bisa memengkan calon yang kami usung, mesin politik baik ditingkat desa
berfungsi secara stabil dan bisa mengakomodir pemilih-pemilih yang baru.
B. IMPLIKASI
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka
dalam menyikapi konflik dualisme kepengurusan yang terjadi elit lokal partai PPP di
kabupaten goawa dapat diambil langkah guna meminimalisir permasalah tersebut.
Dengan demikianPerlu adanya kesadaran kepada elit lokal partai di Kabupaten Gowa
yang terjadinya dualisme kepengurusan dan seharusnya PPP harus menegakkan Amar
Ma’ruf Nahi Munkar agar tidak terjadi konflik dualisme lagi dan segera islah agar
tidak terdapat konflik di kalangan ppp tersebut, bahwa PPP merupakan wahana
perjuangan umat islam indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertaqwa
kepada allah Subhahanahu Wata’ala dan mengokohkan kedaulatan negara kesatuan
Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan
supremasi hukum serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan
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PEDOMAN WAWANCARA
1. Bagaimana sejarah masuknya PPP di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana dampak konflik internal PPP terhadap sikap politik elit lokal
partai di Kabupaten Gowa?
3. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya konflik internal PPP terhadap
sikap politik elit lokal partai di Kabupaten Gowa?
4. Bagaimana sikap politiknya DPC PPP di Kabupaten Gowa dari segi pola
dukungan pada saat pemilihan Bupati, apakah terpecah antara dua kubu atau
ada yang pindah partai?
5. Bagaimana peran Ketua DPC PPP dan Sekretaris di Kabupaten Gowa dalam
menanggapi dampak konflik internal PPP terhadap sikap politik elit lokal
partai di Kabupaten Gowa?
6. Apa alasan anda pada saat terjadinya konflik dualisme di DPC Kabupaten
Gowa memihak pada kubu Romahurmuziy atau kubu Djan Faridz?
7. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik dualisme
di DPC Kabupaten Gowa memihak pada kubu Romahurmuziy atau kubu
Djan Faridz?
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